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PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham 
sebanyak-banyaknya 8.335.000.000 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh 
lima juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru atau 
sebesar-besarnya 10,0% (sepuluh koma nol persen) dari modal ditempatkan 
dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana, yang 
seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, 
dengan nilai nominal Rp8 (delapan Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan 
kepada Masyarakat dengan rentang Harga Penawaran Rp270 (dua ratus 
tujuh puluh Rupiah) – Rp288 (dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) 
setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini 
adalah sebanyak-banyaknya Rp2.400.480.000.000 (dua triliun empat ratus 
miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah).
Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana 
Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan 
sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah 
ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian 
dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang 
Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan 
Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT, sebagaimana 
diubah dengan UU Cipta Kerja dan UUPM, sebagaimana diubah dengan 
UUP2SK.
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan 
sebelum Penawaran Umum Perdana Saham 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan 
Anggaran Dasar Perseroan No. 13 tanggal 8 September 2022, yang dibuat 
di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan 
susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus 
Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan
Nilai Nominal Rp8 per Saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) %

Modal Dasar 85.000.000.000 680.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh  
HJB 60.000.000.000 480.000.000.000 79,99
APN 15.000.000.000 120.000.000.000 20,00
Salween Investment Private Limited (“SIP”) 10.000.000 80.000.000 0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 

Penuh 75.010.000.000 600.080.000.000 100,00
Saham dalam Portepel 9.990.000.000 79.920.000.000

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam 
Penawaran Umum Perdana Saham ini, struktur permodalan dan susunan 
pemegang saham sebelum dan setelah pelaksanaan Penawaran Umum 
Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan

Sebelum pelaksanaan Penawaran 
Umum Perdana Saham

Setelah pelaksanaan Penawaran 
Umum Perdana Saham

Nilai Nominal Rp8 per Saham Nilai Nominal Rp8 per Saham
Jumlah 
Saham

Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) % Jumlah 

Saham
Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) %

Modal Dasar 85.000.000.000 680.000.000.000  85.000.000.000 680.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan 

Disetor Penuh
HJB 60.000.000.000 480.000.000.000 79,99 60.000.000.000 480.000.000.000 71,99
APN 15.000.000.000 120.000.000.000 20,00 15.000.000.000 120.000.000.000 18,00
SIP 10.000.000 80.000.000 0,01 10.000.000 80.000.000 0,01
Masyarakat - - - 8.335.000.000 66.680.000.000 10,00
Jumlah Modal 

Ditempatkan
dan Disetor Penuh 75.010.000.000 600.080.000.000100,00 83.345.000.000 666.760.000.000 100,00

Saham dalam Portepel 9.990.000.000 79.920.000.000  1.655.000.000 13.240.000.000  
Kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan melalui Program Alokasi 
Saham Karyawan (Employee Stock Allocation) atau Program ESA
Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan 
mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebesar-
besarnya 0,13% (nol koma satu tiga persen) dari jumlah Saham Yang 
Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-
banyaknya 11.112.000 (sebelas juta seratus dua belas ribu) saham. Program 
ESA ini telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan 
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan 
Anggaran Dasar Perseroan No. 16 tanggal 6 Maret 2023 dan ditetapkan 
oleh Direksi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 08/
NSR-BOARD/VI/2023 tentang Program Pemberian Saham Dalam Program 
Employee Stock Allocation (ESA) tertanggal 20 Juni 2023. 
Dengan asumsi Program ESA dilaksanakan seluruhnya, maka struktur 
permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah 
pelaksanaan Program ESA secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Sebelum pelaksanaan Program ESA Setelah pelaksanaan Program ESA
Keterangan Nilai Nominal Rp8 per Saham Nilai Nominal Rp8 per Saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) % Jumlah Saham Jumlah Nilai 

Nominal (Rp) %
Modal Dasar 85.000.000.000 680.000.000.000  85.000.000.000 680.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan 

Disetor Penuh
HJB 60.000.000.000 480.000.000.000 71,99 60.000.000.000 480.000.000.000 71,99
APN 15.000.000.000 120.000.000.000 18,00 15.000.000.000 120.000.000.000 18,00
SIP 10.000.000 80.000.000 0,01 10.000.000 80.000.000 0,01
Peserta Program ESA - - - 11.112.000 88.896.000 0,01
Masyarakat 8.335.000.000 66.680.000.000 10,00 8.323.888.000 66.591.104.000 9,99
Jumlah Modal 

Ditempatkan
dan Disetor Penuh 83.345.000.000 666.760.000.000100,00 83.345.000.000 666.760.000.000 100,00

Saham dalam Portepel 1.655.000.000 13.240.000.000  1.655.000.000 13.240.000.000  
Rencana Pelepasan Saham oleh Pemegang Saham Perseroan 
Di samping Penawaran Umum Saham Perdana, pemegang saham 
Perseroan berencana untuk melepaskan sebagian sahamnya, yaitu (i) HJB 
dengan jumlah sebanyak-banyaknya 6.667.200.000 (enam miliar enam 
ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu) saham biasa atas nama atau 
sebesar-besarnya 8,0% (delapan koma nol persen) dari modal ditempatkan 
dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham; dan (ii) 
APN dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.666.800.000 (satu miliar enam 
ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu) saham biasa atas nama atau 
sebesar-besarnya 2,0% (dua koma nol persen) dari modal ditempatkan dan 
disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan harga 
penjualan sama dengan Harga Penawaran. Rencana pelepasan saham ini 
akan dilakukan oleh Pemegang Saham Penjual melalui penawaran terbatas 
(private placement) yang akan ditawarkan kepada tidak lebih dari 100 
(seratus) pihak dan akan dijual kepada tidak lebih dari 50 (lima puluh) pihak 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyerahan 
atau penutupan atas transaksi pelepasan saham yang dimiliki oleh Pemegang 
Saham Penjual akan dilakukan di BEI melalui Pasar Sekunder pada Tanggal 
Pencatatan.
Rencana pelepasan saham oleh Pemegang Saham Penjual ini bukan 
merupakan penawaran umum pemegang saham.
Dengan asumsi pelepasan saham milik Pemegang Saham Penjual 
dilaksanakan seluruhnya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang 
saham sebelum dan setelah pelepasan saham milik Pemegang Saham 
Penjual secara proforma akan menjadi sebagai berikut:  

Keterangan

Sebelum pelepasan saham milik Setelah pelepasan saham milik
Pemegang Saham Penjual Pemegang Saham Penjual

Nilai Nominal Rp8 per Saham Nilai Nominal Rp8 per Saham
Jumlah 
Saham

Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) % Jumlah Saham Jumlah Nilai 

Nominal (Rp) %
Modal Dasar 85.000.000.000 680.000.000.000  85.000.000.000 680.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan 

Disetor Penuh
HJB 60.000.000.000 480.000.000.000 71,99 53.332.800.000 426.662.400.000 63,99
APN 15.000.000.000 120.000.000.000 18,00 13.333.200.000 106.665.600.000 16,00
SIP 10.000.000 80.000.000 0,01 10.000.000 80.000.000 0,01
Peserta Program ESA 11.112.000 88.896.000 0,01 11.112.000 88.896.000 0,01
Masyarakat 8.323.888.000 66.591.104.000 9,99 16.657.888.000 133.263.104.000 19,99
Jumlah Modal 

Ditempatkan
dan Disetor Penuh 83.345.000.000 666.760.000.000 100,00 83.345.000.000 666.760.000.000 100,00

Saham dalam Portepel 1.655.000.000 13.240.000.000  1.655.000.000 13.240.000.000  
Call option agreement
Selain rencana tersebut, masing-masing pemegang saham Perseroan, HJB 
dan APN, telah menandatangani Call Option Agreement tanggal 5 Desember 
2016 dengan SIP. Berdasarkan Call Option Agreement: (i) HJB memberikan 
hak opsi kepada SIP untuk membeli sebanyak-banyaknya 15.000.000.000 
saham Perseroan yang dimilikinya, yang merupakan saham lama milik HJB; 
dan (ii) APN memberikan hak opsi kepada SIP untuk membeli sebanyak-
banyaknya 3.750.000.000 saham Perseroan yang dimilikinya, yang 
merupakan saham lama milik APN tersebut. Pelaksanaan call option akan 
dilakukan pada Tanggal Pencatatan pada Harga Penawaran. Pelaksanaan 
call option tidak akan mengakibatkan perubahan pengendalian di Perseroan. 
Dengan asumsi call option dilaksanakan seluruhnya, maka struktur 
permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan setelah call option 
secara proforma akan menjadi sebagai berikut: 

Keterangan
 

Sebelum pelaksanaan Call Option Setelah pelaksanaan Call Option
Nilai Nominal Rp8 per Saham Nilai Nominal Rp8 per Saham

Jumlah 
Saham

Jumlah Nilai 
Nominal (Rp) % Jumlah Saham Jumlah Nilai 

Nominal (Rp) %
Modal Dasar 85.000.000.000 680.000.000.000 85.000.000.000 680.000.000.000
Modal Ditempatkan dan 

Disetor Penuh
HJB 53.332.800.000 426.662.400.000 63,99 38.332.800.000 306.662.400.000 45,99
APN 13.333.200.000 106.665.600.000 16,00 9.583.200.000 76.665.600.000 11,50
SIP 10.000.000 80.000.000 0,01 18.760.000.000 150.080.000.000 22,51
Peserta Program ESA 11.112.000 88.896.000 0,01 11.112.000 88.896.000 0,01
Masyarakat 16.657.888.000 133.263.104.000 19,99 16.657.888.000 133.263.104.000 19,99
Jumlah Modal 

Ditempatkan
dan Disetor Penuh 83.345.000.000 666.760.000.000 100,00 83.345.000.000 666.760.000.000 100,00

Saham dalam Portepel 1.655.000.000 13.240.000.000 1.655.000.000 13.240.000.000
Pencatatan Saham Perseroan di BEI
Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru sebanyak-banyaknya 
8.335.000.000 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham biasa atas 
nama, yang berasal dari pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham 
dan Program ESA, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa 
atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham 
sebanyak 75.010.000.000 (tujuh puluh lima miliar sepuluh juta) saham. 
Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di 
BEI adalah sebanyak-banyaknya sebesar 83.345.000.000 (delapan puluh 
tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta) saham, atau sebesar 100,0% 
(seratus koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam 
Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.
Pembatasan penjualan saham yang diterbitkan sebelum Penawaran 
Umum Perdana Saham
Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal  
21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum 
Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh saham dari Perseroan 
dengan harga di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu enam bulan 
sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk 
mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham Perseroan sampai 
dengan delapan bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. 
Sehubungan dengan hal tersebut, tidak terdapat pemegang saham Perseroan 
yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham 
miliknya sampai dengan delapan bulan setelah Pernyataan Pendaftaran 
menjadi Efektif. 
Namun demikian, HJB dan APN telah setuju bahwa sampai dengan enam 
bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, tidak akan, 
secara langsung maupun tidak langsung, mengambil tindakan apa pun 
berikut ini sehubungan dengan segala saham atau efek Perseroan atau 
segala kepentingan dalam hal-hal tersebut (termasuk, namun tidak terbatas 
pada, efek apapun yang dapat dikonversi menjadi atau ditukar dengan atau 
dilaksanakan sebagai, atau yang mewakili hak untuk menerima, atau waran 
atau hak lain untuk membeli, segala saham atau efek lain dari Perseroan) 
(“Efek Lock-Up Pemegang Saham”): (1) menawarkan, menggadaikan, 
membebani, menjual, berkontrak atau menyetujui untuk menjual, memasang 
hak tanggungan, membebani, menggadaikan, memasang hipotik, 
meminjamkan, memberikan atau menjual segala opsi, waran, kontrak atau hak 
untuk membeli, memberikan, atau membeli segala opsi, waran, kontrak atau 
hak untuk menjual, memberikan atau setuju untuk memberikan segala opsi, 
hak atau waran untuk membeli atau memesan, meminjamkan atau dengan 
cara lain mengalihkan atau melepaskan atau menciptakan pembebanan atas, 
baik secara langsung maupun tidak langsung, secara bersyarat maupun tidak 
bersyarat; (2) mengadakan swap atau pengaturan lainnya yang mengalihkan 
kepada pihak lain, secara keseluruhan atau sebagian, segala konsekuensi 
ekonomis atas kepemilikan dari Efek Lock-Up Pemegang Saham tersebut; (3) 
mengadakan transaksi apapun dengan akibat ekonomis yang sama dengan 
segala transaksi yang diuraikan dalam ayat (1) dan (2) di atas, baik segala 
transaksi tersebut akan diselesaikan dengan penyerahan Saham atau efek 
lain Perseroan tersebut, secara tunai atau lainnya; (4) menawarkan untuk 
atau berkontrak untuk atau menyepakati untuk, atau mengajukan kepada 
OJK suatu pernyataan pendaftaran terkait Efek Lock-Up Pemegang Saham, 

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI 
TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF 
DARI OJK. INFORMASI INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI 
TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. 
PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU 
MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN 
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-
HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN 
YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA Tbk (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG 
JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG 
TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI AKAN DILAKUKAN MENGGUNAKAN SISTEM 
PENAWARAN UMUM ELEKTRONIK DAN AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).

PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA Tbk
KEGIATAN USAHA UTAMA

Bioskop dan Restoran
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

KANTOR PUSAT
Jl. KH Wahid Hasyim No.96-A

Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 31901188
Faksimili: (021) 31901144

Website: www.cinema21.co.id
Email: investor.relations@nsr.co.id

JEJARING BIOSKOP:
Per 31 Desember 2022, Cinema XXI mengoperasikan 1.216 layar di 225 lokasi bioskop yang tersebar di seluruh Indonesia.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 
Sebanyak-banyaknya 8.335.000.000 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham 
Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp8 (delapan Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar-besarnya 
10,0% (sepuluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana 
Saham (“Saham Yang Ditawarkan”), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan rentang Harga Penawaran Rp270 (dua ratus tujuh puluh 
Rupiah) – Rp288 (dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah 
sebanyak-banyaknya Rp2.400.480.000.000 (dua triliun empat ratus miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah).
Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock 
Allocation atau “ESA”) dengan mengalokasikan saham sebesar-besarnya 0,13% (nol koma satu tiga persen) dari jumlah Saham Yang 
Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 11.112.000 (sebelas juta seratus dua belas ribu) saham. 
Di samping Penawaran Umum Perdana Saham, pemegang saham Perseroan berencana untuk melepaskan sebagian sahamnya, yaitu (i)  
PT Harkatjaya Bumipersada (“HJB”) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 6.667.200.000 (enam miliar enam ratus enam puluh tujuh juta dua 
ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebesar-besarnya 8,0% (delapan koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan 
setelah Penawaran Umum Perdana Saham; dan (ii) PT Adi Pratama Nusantara (“APN”) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.666.800.000 
(satu miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebesar-besarnya 2,0% (dua koma nol 
persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (“Pemegang Saham Penjual”), dengan 
harga penjualan saham dengan Harga Penawaran. Rencana pelepasan saham ini akan dilakukan oleh Pemegang Saham Penjual melalui 
penawaran terbatas (private placement) kepada beberapa investor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Pasar 
Sekunder pada Tanggal Pencatatan. Penjualan saham oleh Pemegang Saham Penjual tidak akan mengubah pengendalian di Perseroan.
Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan 
dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”), sebagaimana 
diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUP2SK”).
Informasi selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus dengan judul “Penawaran 
Umum Perdana Saham.”

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan 
penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Indo Premier Sekuritas PT J.P. Morgan Sekuritas Indonesia PT Mandiri Sekuritas PT UBS Sekuritas Indonesia
PENJAMIN EMISI EFEK

[Akan ditentukan kemudian]

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK (“CINEMA XXI”) ADALAH PANDEMI 
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (“COVID-19”) YANG TELAH MENGGANGGU BISNIS CINEMA XXI DAN DAPAT TERUS 
MEMENGARUHI KEGIATAN USAHA BIOSKOP, HASIL OPERASI, DAN LIKUIDITAS CINEMA XXI. FAKTOR RISIKO USAHA CINEMA 
XXI SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI DENGAN JUDUL “FAKTOR RISIKO”.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH SAHAM PERSEROAN SEBELUMNYA TIDAK 
PERNAH DIPERDAGANGKAN SECARA PUBLIK DAN TERDAPAT KEMUNGKINAN BAHWA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 
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Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2023.

atau secara umum mengungkapkan bahwa pihaknya akan atau dapat 
mengadakan transaksi apapun yang diuraikan dalam ayat (1), (2), (3) atau 
(4) di atas. Untuk menghindari keraguan, ketentuan tersebut tidak berlaku 
terhadap segala saham yang akan dijual oleh Pemegang Saham Penjual 
melalui penawaran terbatas (private placement) sebagaimana disebutkan 
di atas dan segala saham yang akan dialihkan kepada SIP berdasarkan 
ketentuan dalam Call Option Agreement tanggal 5 Desember 2016 yang 
ditandatangani oleh HJB, APN dan SIP.
SIP juga telah setuju bahwa sampai dengan enam bulan sejak tanggal 
Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, tidak akan dan memastikan bahwa 
setiap Penerima Pengalihannya, secara langsung maupun tidak langsung, 
mengambil tindakan apa pun berikut ini sehubungan dengan segala saham 
atau efek Perseroan atau segala kepentingan dalam hal-hal tersebut 
(termasuk, namun tidak terbatas pada, efek apapun yang dapat dikonversi 
menjadi atau ditukar dengan atau dilaksanakan sebagai, atau yang mewakili 
hak untuk menerima, atau waran atau hak lain untuk membeli, segala saham 
atau efek lain dari Perseroan) (“Efek Lock-Up Salween”): (1) menawarkan, 
menggadaikan, membebani, menjual, berkontrak atau menyetujui untuk 
menjual, memasang hak tanggungan, membebani, menggadaikan, 
memasang hipotik, meminjamkan, memberikan atau menjual segala opsi, 
waran, kontrak atau hak untuk membeli, memberikan, atau membeli segala 
opsi, waran, kontrak atau hak untuk menjual, memberikan atau setuju untuk 
memberikan segala opsi, hak atau waran untuk membeli atau memesan, 
meminjamkan atau dengan cara lain mengalihkan atau melepaskan atau 
menciptakan pembebanan atas, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, secara bersyarat maupun tidak bersyarat; (2) mengadakan swap 
atau pengaturan lainnya yang mengalihkan kepada pihak lain, secara 
keseluruhan atau sebagian, segala konsekuensi ekonomis atas kepemilikan 
dari Efek Lock-Up Salween tersebut; (3) mengadakan transaksi apapun 
dengan akibat ekonomis yang sama dengan segala transaksi yang diuraikan 
dalam ayat (1) dan (2) di atas, baik segala transaksi tersebut akan diselesaikan 
dengan penyerahan saham atau efek lain Perseroan tersebut, secara tunai 
atau lainnya; (4) menawarkan untuk atau berkontrak untuk atau menyepakati 
untuk, atau mengajukan kepada OJK suatu pernyataan pendaftaran terkait 
Efek Lock-Up Salween, atau secara umum mengungkapkan bahwa pihaknya 
akan atau dapat mengadakan transaksi apapun yang diuraikan dalam ayat 
(1), (2), (3) atau (4) di atas.
PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELUARKAN ATAU 
MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG 
DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 
BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI 
EFEKTIF.

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dalam Prospektus 
dengan judul “Penawaran Umum Perdana Saham.”

RENCANA PENGGUNAAN DAN YANG 
DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 

PERDANA SAHAM
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, 
setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan sebagai berikut:
• sekitar 65,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk pendanaan 

pengembangan dan ekspansi jejaring bioskop Cinema XXI di Indonesia. 
Pengembangan dan ekspansi jejaring bioskop akan dilakukan melalui 
pembangunan bioskop dan/atau teater baru untuk menambah jumlah 
layar Cinema XXI, serta pembelian peralatan proyeksi gambar dan suara 
dengan teknologi terbaru dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk 
pembangunan tersebut; 

• sekitar 20,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran lebih 
awal untuk sebagian pokok utang kepada PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk (“BRI”) yang mana per tanggal 12 Mei 2023 total 
pokok pinjaman adalah sebesar Rp1.397.200 juta (“Pinjaman BRI”). 
Perseroan akan melakukan pembayaran atas sebagian Pinjaman BRI, 
sehingga saldo kewajiban Perseroan setelah pembayaran akan menjadi 
Rp917.104 juta.

• sekitar 15,0% akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja, 
termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian barang dan jasa dalam 
rangka mendukung kegiatan usaha Cinema XXI.

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dalam Prospektus 
dengan judul “Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil 
Penawaran Umum Perdana Saham.”

PERNYATAAN UTANG
Pada tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI mempunyai saldo liabilitas 
sebesar Rp4.106.897 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan 
liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp2.466.284 juta dan 
Rp1.640.613 juta.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan 
di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Cinema 
XXI beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang 
tercantum dalam Prospektus. Untuk informasi lebih lanjut, calon investor 
juga harus membaca Bab V dalam Prospektus dengan judul “Analisis dan 
Pembahasan oleh Manajemen.”
Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi 
keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 
2020 dan 2019, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 
konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2022, 2021, 2020 dan 2019, beserta catatan atas laporan keuangan 
konsolidasian. 
Laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal dan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang dicantumkan pada 
bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan di Indonesia (“SAK”) yang mencakup Pernyataan dan 
Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan 
Akuntan Indonesia (“DSAK IAI”) serta peraturan regulator pasar modal 
yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan 
Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik (“Peraturan No. VIII.G.7”) serta 
telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (an Indonesian partnership 
and a member firm of the KPMG global organization of independent member 
firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company 
limited by guarantee) dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan 
yang diterbitkan kembali pada tanggal 4 April 2023 dan ditandatangani oleh 
Dra Tohana Widjaja, MBA, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0846). 
Laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal dan untuk tahun-
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang 
dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus, telah disusun sesuai dengan 
SAK yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh DSAK 
IAI serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 serta 
telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (an Indonesian partnership 
and a member firm of the KPMG global organization of independent member 
firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company 
limited by guarantee) dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporan 
yang diterbitkan kembali pada tanggal 4 April 2023 dan ditandatangani oleh 
Susanto, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0854). 
Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi 
keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang 
dilakukan secara aritmatika.
Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember

2022 2021 2020 2019
Jumlah Aset 6.759.546 6.417.741 6.014.057 5.726.343
Jumlah Liabilitas 4.106.897 2.461.178 1.896.939 1.023.568
Jumlah Ekuitas 2.652.649 3.956.563 4.117.118 4.702.775

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian
(dalam jutaan Rupiah)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember

2022 2021 2020 2019
Total pendapatan 4.401.050 1.280.186 1.218.993 6.890.034
Total beban dan biaya operasi (3.676.912) (1.637.014) (1.873.941) (5.200.838)
Total pendapatan (biaya) lainnya (7.130) 815 65.198 (35.565)
LABA (RUGI) USAHA 717.008 (356.013) (589.750) 1.653.631
LABA (RUGI) 504.535 (365.803) (578.876) 1.274.434
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI)

KOMPREHENSIF 505.853 (354.267) (584.982) 1.270.702
Laba (rugi) per saham, dasar dan 

dilusian (dalam nilai penuh) 6,14 (4,68) (7,28) 16,02
Rasio keuangan

31 Desember
2022 2021 2020 2019

Rasio Pertumbuhan (%)
Total pendapatan 243,8% 5,0% (82,3)% na
Beban dan biaya operasi 124,6% (12,6)% (64,0)% na
Laba (rugi) usaha (301,4)% (39,6)% (135,7)% na
Laba (rugi) (237,9)% (36,8)% (145,4)% na
Total aset 5,3% 6,7% 5,0% na
Total liabilitas 66,9% 29,7% 85,3% na
Total ekuitas (33,0)% (3,9)% (12,5)% na
Rasio Usaha (%)
Laba (rugi) usaha / Total pendapatan 16,3% (27,8)% (48,4)% 24,0%
Laba (rugi) / Total pendapatan 11,5% (28,6)% (47,5)% 18,5%
Laba (rugi) / Total ekuitas 19,0% (9,2)% (14,1)% 27,1%
Laba (rugi) / Total aset 7,5% (5,7)% (9,6)% 22,3%
Rasio Keuangan (x)
Total liabilitas / Total ekuitas 1,5x 0,6x 0,5x 0,2x
Total liabilitas / Total aset 0,6x 0,4x 0,3x 0,2x
Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek 0,9x 1,6x 1,5x 1,9x
Interest Coverage Ratio (“ICR”)(1) na na na na
Debt Service Coverage Ratio (“DSCR”)(2) na na na na

Catatan:
(1) ICR dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap beban bunga pinjaman bank. 

ICR pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019 tidak tersedia karena fasilitas 
pinjaman bank baru diperoleh pada bulan Desember 2022.

(2) DSCR dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap saldo pinjaman bank jangka 
pendek dan beban bunga setelah dikurangi saldo kas dan setara kas. DSCR pada tanggal 
31 Desember 2022 tidak tersedia karena saldo kas dan setara kas lebih besar dari saldo 
pinjaman, sedangkan DSCR pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 tidak 
tersedia karena fasilitas pinjaman bank baru diperoleh pada bulan Desember 2022.

na: tidak tersedia.
Data keuangan terkini Cinema XXI pada tanggal dan untuk periode tiga 
bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023
Informasi laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk 
periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 
2022 yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan interim 
konsolidasian Cinema XXI pada tanggal 31 Maret 2023 dan  untuk periode 
tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022, 
untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan 
Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam 
Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona 
Virus Disease 2019, dan Surat Edaran OJK No. 04/SEOJK.04/2022 tanggal  
10 Maret 2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan  
No.20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan 
Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas 
Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Surat 
Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang 
Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan 
Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilisasi Pasar Modal Akibat Penyebaran 
Corona Virus Disease 2019  sebagai akibat dari pandemi COVID-19.
Laporan keuangan interim konsolidasian Cinema XXI pada tanggal 31 Maret 
2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 
dan 31 Maret 2022, yang telah direviu oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (an 
Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization 
of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a 
private English company limited by guarantee) berdasarkan Standar Perikatan 
Reviu 2410 “Reviu atas informasi keuangan interim yang dilaksanakan 
oleh Auditor Independen Entitas” yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana 
tercantum dalam laporan atas reviu atas informasi keuangan interim No. L.23-
1000693031-23/004.01 tanggal 28 April 2023 yang seluruhnya tercantum 
dalam Prospektus. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial 
kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit 
yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan 
KAP Siddharta Widjaja & Rekan (an Indonesian partnership and a member firm 
of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with 
KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee) 
untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP Siddharta Widjaja & Rekan (an 
Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization 
of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a 
private English company limited by guarantee) akan mengetahui seluruh hal 
yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, 
KAP Siddharta Widjaja & Rekan (an Indonesian partnership and a member firm 
of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with 
KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee) 
tidak menyatakan suatu opini audit.
Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)
31 Maret 

2023(1)
31 Desember 

2022
Jumlah Aset 6.673.155 6.759.546
Jumlah Liabilitas 4.646.095 4.106.897
Jumlah Ekuitas 2.027.060 2.652.649

Catatan:
(1) Tidak diaudit.
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian 
(tidak diaudit)

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Untuk periode tiga bulan yang 
berakhir pada tanggal 31 Maret
2023 2022

Total pendapatan 883.255 635.651
Total beban dan biaya operasi (866.638) (662.825)
Total pendapatan lainnya 664 99
LABA (RUGI) USAHA 17.281 (27.075)
RUGI (25.589) (47.615)
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF (25.589) (47.615)
Rugi per saham, dasar dan dilusian 

(dalam nilai penuh) (0,33) 0,64

Rasio keuangan
31 Maret 2023

Rasio Pertumbuhan (%)
Total pendapatan 39,0%(1)

Beban dan biaya operasi 30,7%(1)

Laba (rugi) usaha (163,8)%(1)

Rugi (46,3)%(1)

Total aset (1,3)%(2)

Total liabilitas 13,1%(2)

Total ekuitas (23,6)%(2)

Rasio Usaha (%)
Laba (rugi) usaha / Total pendapatan 2,0%
Rugi / Total pendapatan (2,9)%
Rugi / Total ekuitas (1,3)%
Rugi / Total aset (0,4)%
Rasio Keuangan (x)
Total liabilitas / Total ekuitas 2,3x
Total liabilitas / Total aset 0,7x
Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek 0,7x
ICR 27,0x
DSCR(3) 2,7x

Catatan:
(1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2022.
(2) Dihitung dengan membandingkan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022.
(3) DSCR dihitung dengan membandingkan EBITDA yang disetahunkan terhadap saldo 

pinjaman bank jangka pendek dan beban bunga yang disetahunkan setelah dikurangi saldo 
kas dan setara kas.

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dalam Prospektus 
dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting.”

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH 
MANAJEMEN

Hasil Operasi
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan 
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
Pendapatan
Total pendapatan Cinema XXI meningkat sebesar Rp3.120.864 juta atau 
243,8% menjadi Rp4.401.050 juta pada tahun 2022 dari Rp1.280.186 juta 
pada tahun 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan 
yang dihasilkan oleh kegiatan usaha bioskop, makanan dan minuman, iklan 
dan kegiatan usaha lainnya. Peningkatan total pendapatan pada tahun 
2022 dibandingkan pada tahun 2021 sebagian besar mencerminkan kondisi 
kegiatan usaha yang mulai pulih setelah pelonggaran aturan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (“PPKM”) terkait COVID-19.
Beban dan biaya operasi
Beban dan biaya operasi meningkat sebesar Rp2.039.898 juta atau 124,6% 
menjadi Rp3.676.912 juta pada tahun 2022 dari Rp1.637.014 juta pada 
tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban 
penayangan film, beban makanan dan minuman, beban penyediaan digital 
platform dan beban operasional di luar penyusutan aset tetap.
Penghasilan lainnya
Penghasilan lainnya meningkat sebesar Rp4.835 juta atau 144,5% 
menjadi Rp8.182 juta pada tahun 2022 dari Rp3.347 juta pada tahun 2021. 
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari 
sewa ruang dan secure parking serta keuntungan dari penyesuaian atas pos 
kewajiban aktivitas purna operasi. 
Beban lainnya
Beban lainnya meningkat sebesar Rp12.780 juta atau 504,7% menjadi 
Rp15.312 juta pada tahun 2022 dari Rp2.532 juta pada tahun 2021. 
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kerugian dari penghapusan 
aset tetap dan pos kewajiban aktivitas purna operasi. 
Penghasilan keuangan 
Penghasilan keuangan meningkat sebesar Rp35.150 juta atau 231,4% 
menjadi Rp50.338 juta pada tahun 2022 dari Rp15.188 juta pada tahun 2021. 
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga 
atas dana yang ditempatkan di lembaga keuangan serta kenaikan saldo kas 
dan setara kas dan keuntungan selisih asing atas kas dan setara kas dalam 
Dolar AS pada akhir periode yang mengalami apresiasi terhadap Rupiah. 
Beban keuangan
Beban keuangan menurun sebesar Rp4.871 juta atau 3,6% menjadi 
Rp131.871 juta pada tahun 2022 dari Rp136.742 juta pada tahun 2021. 
Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga 
sehubungan dengan liabilitas sewa sesuai PSAK 73 (Sewa). 
Laba/(rugi) sebelum pajak
Laba sebelum pajak meningkat sebesar Rp1.113.042 juta atau 233,1% 
menjadi Rp635.475 juta pada tahun 2022 dari rugi sebelum pajak sebesar 
Rp477.567 juta pada tahun 2021. Laba sebelum pajak Cinema XXI pada 
tahun 2022 sejalan dengan peningkatan pendapatan pada tahun 2022 karena 
Cinema XXI membuka kembali seluruh bioskop Cinema XXI sejak bulan 
Mei 2022 sebagai hasil dari pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19. 
Tingkat keterisian di bioskop Cinema XXI adalah 25,6% pada tahun 2022 
dibandingkan dengan 19,0% pada tahun 2021.
Beban (manfaat) pajak penghasilan
Manfaat pajak penghasilan menurun sebesar Rp242.704 juta atau 217,2% 
menjadi beban pajak penghasilan sebesar Rp130.940 juta pada tahun 2022 
dari manfaat pajak penghasilan sebesar Rp111.764 juta pada tahun 2021, 
terutama disebabkan oleh penggunaan kompensasi kerugian fiskal pada 
tahun 2022 dan 2021.
Laba (rugi)
Sebagai akibat dari hal-hal yang disebutkan di atas, laba meningkat sebesar 
Rp870.338 juta atau 237,9% menjadi Rp504.535 juta pada tahun 2022 dari 
rugi sebesar Rp365.803 juta pada tahun 2021. 
Penghasilan komprehensif lain, neto
Penghasilan komprehensif lain, neto menurun sebesar Rp10.218 juta atau 
88,6% menjadi Rp1.318 juta pada tahun 2022 dari Rp11.536 juta pada tahun 
2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pengukuran 
kembali kewajiban imbalan pasti dan pajak atas penghasilan komprehensif 
lain akibat penurunan keuntungan aktuarial dari penyesuaian pengalaman 
dan penyesuaian tingkat bunga. 
Jumlah penghasilan/(rugi) komprehensif
Sebagai akibat dari hal-hal yang disebutkan di atas, jumlah penghasilan 
komprehensif meningkat sebesar Rp860.120 juta atau 242,8% menjadi 
Rp505.853 juta pada tahun 2022 dari jumlah rugi komprehensif sebesar 
Rp354.267 juta pada tahun 2021. 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Pendapatan
Total pendapatan Cinema XXI meningkat sebesar Rp61.193 juta atau sebesar 
5,0% menjadi Rp1.280.186 juta pada tahun 2021 dari Rp1.218.993 juta pada 
tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan pendapatan 
yang dihasilkan oleh kegiatan usaha bioskop, makanan dan minuman, dan 
kegiatan usaha lainnya, sebagai akibat dari sedikit pelonggaran aturan PPKM 
terkait COVID-19 pada sebagian tahun 2021, yang sebagian dikompensasi 
oleh penurunan pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan usaha iklan.
Beban dan biaya operasi
Beban dan biaya operasi menurun sebesar Rp236.927 juta atau 12,6% 
menjadi Rp1.637.014 juta pada tahun 2021 dari Rp1.873.941 juta pada 
tahun 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban 
operasional di luar penyusutan aset tetap, yang sebagian dikompensasi oleh 
kenaikan beban penayangan film, beban makanan dan minuman dan beban 
penyediaan digital platform.
Penghasilan lainnya
Penghasilan lainnya menurun sebesar Rp67.581 juta atau 95,3% menjadi 
Rp3.347 juta pada tahun 2021 dari Rp70.928 juta pada tahun 2020. 
Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penghapusan utang usaha 
yang masih belum diselesaikan sebagai akibat dari migrasi data ke Oracle 
E-Business Suite pada tahun 2017.
Beban lainnya
Beban lainnya menurun sebesar Rp3.198 juta atau 55,8% menjadi Rp2.532 
juta pada tahun 2021 dari sebesar Rp5.730 juta pada tahun 2020. Penurunan 
ini terutama disebabkan oleh penghapusan sewa dibayar di muka dan 
akrual atas beban untuk sewa gedung dan penyesuaian lainnya termasuk 
penyesuaian nilai wajar atas penyisihan sehubungan dengan pos kewajiban 
aktivitas purna operasi. 
Penghasilan keuangan
Penghasilan keuangan menurun sebesar Rp22.530 juta atau 59,7% menjadi 
Rp15.188 juta pada tahun 2021 dari Rp37.718 juta pada tahun 2020. 
Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga 
dari lembaga keuangan dan penurunan keuntungan selisih kurs akibat dari 
implementasi PSAK 73 (Sewa) sehubungan dengan perjanjian sewa untuk 
tujuh outlet yang berdenominasi dalam Dolar AS.
Beban keuangan
Beban keuangan meningkat sebesar Rp2.698 juta atau 2,0% menjadi 
Rp136.742 juta pada tahun 2021 dari Rp134.044 juta pada tahun 2020. 
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas sewa 
pada tahun 2021 sehubungan dengan penambahan sewa akibat pembukaan 
bioskop baru dan perpanjangan sewa eksisting.
Laba/(rugi) sebelum pajak
Rugi sebelum pajak menurun sebesar Rp208.509 juta atau 30,4% menjadi 
Rp477.567 juta pada tahun 2021 dari Rp686.076 juta pada tahun 2020. 
Penurunan tersebut terutama disebabkan peningkatan pendapatan dan 
sebagai hasil dari inisiatif penghematan biaya dan peningkatan efisiensi 
dalam mengelola biaya operasi Cinema XXI. 
Manfaat pajak penghasilan
Manfaat pajak penghasilan meningkat sebesar Rp4.564 juta atau 4,3% 
menjadi Rp111.764 juta pada tahun 2021 dari Rp107.200 juta pada tahun 
2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Cinema XXI masih 
mengalami kerugian fiskal pada tahun 2021.
Laba (rugi)
Sebagai akibat dari hal-hal yang disebutkan di atas, rugi menurun sebesar 
Rp213.073 juta atau 36,8% menjadi Rp365.803 juta pada tahun 2021 dari 
Rp578.876 juta pada tahun 2020.
Penghasilan komprehensif lain, neto
Pendapatan komprehensif lain, neto, meningkat sebesar Rp17.642 juta, 
atau 288,9% menjadi Rp11.536 juta pada tahun 2021 dari Rp6.106 juta pada 
tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan 
pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti akibat dari keuntungan 
(kerugian) aktuarial yang timbul dari penyesuaian tingkat bunga, asumsi 
demografis dan penyesuaian pengalaman. Peningkatan ini sebagian 
diimbangi dengan penurunan pajak atas penghasilan komprehensif lain.
Jumlah rugi komprehensif
Sebagai akibat dari hal-hal yang disebutkan di atas, jumlah rugi komprehensif 
menurun sebesar Rp230.715 juta atau 39,4% menjadi Rp354.267 juta pada 
tahun 2021 dari Rp584.982 juta pada tahun 2020.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
Pendapatan
Total pendapatan Cinema XXI menurun sebesar Rp5.671.041 juta atau 
sebesar 82,3% menjadi Rp1.218.993 juta pada tahun 2020 dari Rp6.890.034 
juta pada tahun 2019. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan 
pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan usaha bioskop, makanan dan 
minuman, iklan dan kegiatan usaha lainnya sebagai akibat dari penetapan 
aturan PPKM terkait COVID-19 oleh Pemerintah pada industri hiburan di 
Indonesia untuk mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19. 
Beban dan biaya operasi
Beban dan biaya operasi menurun sebesar Rp3.326.897 juta atau 63,97% 
menjadi Rp1.873.941 juta pada tahun 2020 dari Rp5.200.838 juta pada 
tahun 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban 
penayangan film, beban makanan dan minuman, beban penyediaan digital 
platform dan beban operasional di luar penyusutan aset tetap. 
Penghasilan lainnya
Penghasilan lainnya meningkat sebesar Rp40.447 juta atau 132,7% menjadi 
Rp70.928 juta pada tahun 2020 dari Rp30.481 juta pada tahun 2019. 
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penghapusan utang usaha 
yang masih belum diselesaikan sebagai akibat dari migrasi data ke Oracle 
E-Business Suite pada tahun 2017.
Beban lainnya
Beban lainnya menurun sebesar Rp60.316 juta atau 91,3% menjadi Rp5.730 
juta pada tahun 2020 dari Rp66.046 juta pada tahun 2019. Penurunan 
tersebut terutama disebabkan oleh penghapusan piutang usaha sebagai 
akibat dari migrasi data ke Oracle E-Business Suite pada tahun 2017,  
penyesuaian nilai wajar atas penyisihan sehubungan dengan pos kewajiban 
aktivitas purna operasi dan penurunan beban tools subscription. 
Penghasilan keuangan
Penghasilan keuangan menurun sebesar Rp6.615 juta atau 14,9% menjadi 
Rp37.718 juta pada tahun 2020 dari Rp44.333 juta pada tahun 2019. 
Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga 
karena suku bunga yang lebih rendah. 
Beban keuangan 
Beban keuangan meningkat sebesar Rp134.044 juta menjadi Rp134.044 
juta untuk tahun 2020 dari nihil pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh 
penerapan PSAK 73 (Sewa) pada tahun 2020. 
Laba/(rugi) sebelum pajak
Laba sebelum pajak menurun sebesar Rp2.384.040 juta atau 140,4% 
menjadi rugi sebelum pajak sebesar Rp686.076 juta pada tahun 2020 dari 
laba sebelum pajak sebesar Rp1.697.964 juta pada tahun 2019. Penurunan 
tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan yang dihasilkan 
di seluruh segmen kegiatan usaha utama Cinema XXI, termasuk kegiatan 
usaha bioskop, makanan dan minuman, dan iklan Cinema XXI sebagai 
dampak dari pandemi COVID-19. 



Manfaat (beban) pajak penghasilan
Manfaat pajak penghasilan meningkat sebesar Rp530.730 juta atau 125,3% 
menjadi Rp107.200 juta pada tahun 2020 dari beban pajak penghasilan 
sebesar Rp423.530 juta pada tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama 
disebabkan oleh tidak adanya pajak penghasilan pada tahun 2020 
sehubungan dengan posisi kerugian Cinema XXI sebagai dampak dari 
pandemi COVID-19. 
Laba/(rugi)
Sebagai akibat dari hal-hal yang disebutkan di atas, laba menurun sebesar 
Rp1.853.310 juta atau 145,4% menjadi rugi sebesar Rp578.876 juta pada 
tahun 2020 dari laba sebesar Rp1.274.434 juta pada tahun 2019. 
Penghasilan komprehensif lain, neto
Penghasilan komprehensif lain, neto meningkat sebesar Rp(2.374) juta 
atau 63,6% menjadi Rp(6.106) juta pada tahun 2020 dari Rp(3.732) juta 
pada tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan 
pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti yang sebagian dikompensasi 
oleh kenaikan pajak atas penghasilan komprehensif lain akibat kenaikan 
tingkat bunga yang digunakan aktuaria. 
Jumlah penghasilan/(rugi) komprehensif 
Sebagai akibat dari hal-hal yang disebutkan di atas, jumlah penghasilan 
komprehensif menurun sebesar Rp1.855.684 juta atau 146,0% menjadi 
jumlah rugi komprehensif sebesar Rp584.982 juta pada tahun 2020 dari 
jumlah penghasilan komprehensif sebesar Rp1.270.702 juta pada tahun 
2019. 
Aset, liabilitas dan ekuitas
Aset
Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal  
31 Desember 2021
Jumlah aset meningkat sebesar Rp341.805 juta atau 5,3% menjadi 
Rp6.759.546 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp6.417.741 juta 
pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan 
oleh kenaikan saldo kas dan setara kas yang berasal dari aktivitas pendanaan 
Cinema XXI yaitu penerimaan pinjaman bank, yang sebagian dikompensasi 
oleh penurunan aset tetap sebagai akibat dari beban penyusutan dan 
penurunan aset pajak tangguhan.
Aset lancar meningkat sebesar Rp1.020.274 juta atau 83,9% menjadi 
Rp2.236.114 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp1.215.840 juta 
pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan 
oleh kenaikan saldo kas dan setara kas sebesar Rp959.182 juta 88,0% 
menjadi Rp2.048.962 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp1.089.780 
juta pada tanggal 31 Desember 2021 yang berasal dari aktivitas pendanaan 
Cinema XXI yaitu penerimaan pinjaman bank dari BRI dan  PT Bank DBS 
Indonesia (“DBS”). 
Aset tidak lancar menurun sebesar Rp678.469 juta atau 13,0% menjadi 
Rp4.523.432 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp5.201.901 
juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut terutama 
disebabkan oleh penurunan aset tetap Cinema XXI sebesar Rp475.256 
juta atau 10,8% menjadi Rp3.942.447 juta pada tanggal 31 Desember 2022 
dari Rp4.417.703 juta pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai akibat 
dari beban penyusutan sebesar Rp668.713 juta. Aset pajak tangguhan 
juga menurun sebesar Rp164.000 juta 42,8% menjadi Rp218.815 juta 
pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp382.815 juta pada tanggal  
31 Desember 2021 disebabkan oleh penggunaan kompensasi kerugian fiskal 
yang diperoleh tahun sebelumnya.
Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal  
31 Desember 2020
Jumlah aset meningkat sebesar Rp403.684 juta atau 6,7% menjadi 
Rp6.417.741 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp6.014.057 juta 
pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan 
oleh kenaikan saldo kas dan setara kas yang berasal dari arus kas bersih 
yang diperoleh dari aktivitas operasi Cinema XXI dan penerimaan atas 
penjualan saham Perusahaan Anak, PT Nusantara Elang Sejahtera (“NES”). 
Peningkatan tersebut sebagian dikompensasi oleh penurunan aset tetap 
sebagai akibat dari beban penyusutan.
Aset lancar meningkat sebesar Rp521.050 juta atau 75,0% menjadi 
Rp1.215.840 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp694.790 juta pada 
tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan 
oleh kenaikan saldo kas dan setara kas sebesar Rp515.926 juta atau 89,9% 
menjadi Rp1.089.780 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp573.854 
juta pada tanggal 31 Desember 2020 yang berasal dari arus kas bersih 
yang diperoleh dari aktivitas operasi Cinema XXI dan penerimaan atas 
penjualan saham NES sebesar Rp193.712 juta yang mengurangi kepemilikan 
Perseroan menjadi 60%. 
Aset tidak lancar menurun sebesar Rp117.366 juta atau 2,2% menjadi 
Rp5.201.901 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp5.319.267 juta 
pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan 
oleh penurunan aset tetap sebesar Rp75.026 juta atau 1,7% menjadi 
Rp4.417.703 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp4.492.729 juta 
pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai akibat dari beban penyusutan 
sebesar Rp669.459 juta. Penurunan tersebut sebagian dikompensasi oleh 
kenaikan aset pajak tangguhan sebesar Rp108.510 juta atau 39,6% menjadi 
Rp382.815 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp274.305 juta pada 
31 Desember 2020.
Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal  
31 Desember 2019
Jumlah aset meningkat sebesar Rp287.714 juta atau 5,0% menjadi 
Rp6.014.057 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp5.726.343 juta 
pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan 
oleh kenaikan aset tetap sebagai akibat dari penerapan awal PSAK 73 
(Sewa) yang menyebabkan Cinema XXI mengakui pusat perbelanjaan yang 
disewa sebagai aset hak-guna. Klaim pengembalian pajak dan aset pajak 
tangguhan juga mengalami kenaikan karena kompensasi kerugian fiskal 
yang dialami Cinema XXI sebagai akibat dari penerapan aturan PPKM terkait 
COVID-19 oleh Pemerintah. Peningkatan tersebut sebagian dikompensasi 
oleh penurunan saldo kas dan setara kas sebagai akibat dari pembayaran 
dari utang usaha dan utang lainnya
Aset lancar menurun sebesar Rp1.088.295 juta atau 61,0% menjadi 
Rp694.790 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp1.783.085 juta pada 
tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh 
penurunan saldo kas dan setara kas sebesar Rp920.984 juta atau 61,6% 
menjadi Rp573.854 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp1.494.838 
juta pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai akibat dari pembayaran dari 
utang usaha dan utang lainnya.
Aset tidak lancar meningkat sebesar Rp1.376.009 juta atau 34,9% menjadi 
Rp5.319.267 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp3.943.258 juta 
pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan 
oleh peningkatan aset tetap sebesar Rp1.099.976 juta atau 32,4% menjadi 
Rp4.492.729 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp3.392.753 juta 
pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai akibat dari penerapan awal PSAK 
73 (Sewa) yang menyebabkan Cinema XXI mengakui pusat perbelanjaan 
yang disewa sebagai aset hak-guna sebesar Rp1.452.936 juta. Klaim 
pengembalian pajak juga mengalami kenaikan sebesar Rp129.559 juta atau 
1.566,1% menjadi Rp137.832 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari 
Rp8.273 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Aset pajak tangguhan juga 
mengalami kenaikan sebesar Rp108.726 juta atau 65,7% menjadi Rp274.305 
juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp165.579 juta karena kompensasi 
kerugian fiskal yang dialami Cinema XXI sebagai akibat dari penerapan 
aturan PPKM terkait COVID-19 oleh Pemerintah.
Liabilitas
Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal  
31 Desember 2021
Jumlah liabilitas meningkat sebesar Rp1.645.719 juta atau 66,9% menjadi 
Rp4.106.897 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp2.461.178 juta 
pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan 
oleh kenaikan pinjaman bank yang berasal aktivitas pendanaan Cinema XXI 
yaitu penerimaan pinjaman bank dari BRI dan DBS. Peningkatan tersebut 
sebagian dikompensasi oleh penurunan utang usaha sejalan dengan 
pembayaran kepada pemasok, dan penurunan liabilitas sewa karena 
pembayaran sewa tahunan kepada pemilik pusat perbelanjaan.
Liabilitas jangka pendek meningkat sebesar Rp1.704.786 juta atau 223,9% 
menjadi Rp2.466.284 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp761.498 
juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama 
disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank menjadi Rp1.697.415 juta pada 
tanggal 31 Desember 2022 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2021 
sehubungan dengan penerimaan pinjaman bank dari BRI dan DBS masing-
masing sebesar Rp1.496.700 juta dan Rp200.000 juta.
Liabilitas jangka panjang menurun sebesar Rp59.067 juta atau 3,5% menjadi 
Rp1.640.613 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp1.699.680 juta 
pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan 
oleh penurunan liabilitas sewa sebesar Rp52.410 juta atau 3,4% menjadi 
Rp1.551.849 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp1.604.259 juta 
pada tanggal 31 Desember 2021 karena adanya pembayaran liabilitas sewa 
Rp172.518 juta. 
Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal  
31 Desember 2020
Jumlah liabilitas meningkat sebesar Rp564.239 juta atau 29,7% menjadi 
Rp2.461.178 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp1.896.939 juta 
pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan 
oleh kenaikan liabilitas sewa dan utang usaha dan utang lainnya.
Liabilitas jangka pendek meningkat sebesar Rp298.015 juta atau 64,3% 
menjadi Rp761.498 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp463.483 
juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama 
disebabkan oleh kenaikan utang usaha dan utang lainnya – pihak ketiga 
sebesar Rp190.415 juta atau 100,5% menjadi Rp379.856 juta pada tanggal 
31 Desember 2021 dari Rp189.441 juta pada tanggal 31 Desember 2020 
sebagai akibat dari kenaikan utang usaha kepada pihak ketiga, beban akrual 
sewa, utilitas dan jasa pengelola serta beban akrual pembelian makanan dan 
minuman sejalan dengan kondisi kegiatan usaha yang mulai pulih setelah 
pelonggaran aturan PPKM terkait COVID-19.
Liabilitas jangka panjang meningkat sebesar Rp266.224 juta atau 18,6% 
menjadi Rp1.699.680 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp1.433.456 
juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama 
disebabkan oleh kenaikan liabilitas sewa sebesar Rp294.548 juta atau 22,5% 
menjadi Rp1.604.259 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp1.309.711 
juta pada tanggal 31 Desember 2020 sejalan dengan penambahan sewa 
pusat perbelanjaan selama tahun berjalan untuk mendukung ekspansi 
Cinema XXI.
Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal  
31 Desember 2019
Jumlah liabilitas meningkat sebesar Rp873.371 juta atau 85,3% menjadi 
Rp1.896.939 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp1.023.568 juta pada 
tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh 
kenaikan liabilitas sewa sebagai akibat dari penerapan awal PSAK 73 (Sewa) 
yang menyebabkan Cinema XXI mengakui kewajiban arus kas kontraktual 
dari sewa pusat perbelanjaan sebagai liabilitas sewa. Peningkatan tersebut 
sebagian dikompensasi oleh penurunan utang usaha dan utang lainnya pihak 
ketiga serta utang pajak lainnya sebagai akibat dari penetapan aturan PPKM 
terkait COVID-19 oleh Pemerintah yang membatasi kegiatan operasi bioskop 
Cinema XXI.
Liabilitas jangka pendek menurun sebesar Rp453.928 juta atau 49,5% 
menjadi Rp463.483 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp917.411 
juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama 
disebabkan oleh penurunan utang usaha dan utang lainnya – pihak ketiga 
sebesar Rp324.838 juta atau 63,2% menjadi Rp189.441 juta pada tanggal 
31 Desember 2020 dari Rp514.279 juta pada tanggal 31 Desember 2019 dan 
penurunan utang pajak lainnya sebesar Rp120.751 juta atau 84,6% menjadi 
Rp22.025 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp142.776 juta pada 
tanggal 31 Desember 2019 sebagai akibat dari penetapan aturan PPKM 
terkait COVID-19 oleh Pemerintah yang membatasi kegiatan operasi bioskop 
Cinema XXI. 
Liabilitas jangka panjang meningkat sebesar Rp1.327.299 juta atau 1.250,3% 
menjadi Rp1.433.456 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp106.157 
juta pada tanggal 31 Desember 2019, terutama disebabkan oleh kenaikan 
liabilitas sewa jangka panjang menjadi Rp1.309.711 juta pada tanggal  
31 Desember 2020 dari nihil pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai 
akibat dari penerapan awal PSAK 73 (Sewa) yang menyebabkan Cinema 
XXI mengakui kewajiban arus kas kontraktual dari sewa pusat perbelanjaan 
sebagai liabilitas sewa sebesar Rp1.431.065 juta.
Ekuitas
Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal  
31 Desember 2021
Jumlah ekuitas menurun sebesar Rp1.303.914 juta atau 33,0% menjadi 
Rp2.652.649 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp3.956.563 juta 
pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan 
oleh penurunan saldo laba sebesar Rp1.763.614 juta atau 53,8% menjadi 
Rp1.737.554 juta pada tanggal 31 Desember 2022 dari Rp3.501.168 juta 
pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai akibat dari pembagian dividen tunai 
sebesar Rp1.700.000 juta. Cinema XXI juga melakukan pembagian dividen 
saham sebesar Rp525.070 juta.
Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal  
31 Desember 2020
Jumlah ekuitas menurun sebesar Rp160.555 juta atau 3,9% menjadi 
Rp3.956.563 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp4.117.118 juta 
pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan 
oleh penurunan saldo laba sebesar Rp340.252 juta atau 8,9% menjadi 
Rp3.501.168 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp3.841.420 juta 
pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai akibat dari rugi yang dialami 
Cinema XXI.
Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal  
31 Desember 2019
Jumlah ekuitas menurun sebesar Rp585.657 juta atau 12,5% menjadi 
Rp4.117.118 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp4.702.775 juta 
pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan 
oleh penurunan saldo laba sebesar Rp551.690 juta atau 12,6% menjadi 
Rp3.841.420 juta pada tanggal 31 Desember 2020 dari Rp4.393.110 juta 
pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai akibat dari rugi yang dialami 
Cinema XXI.
Analisis arus kas
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi
Pada tahun 2022, arus kas bersih diperoleh dari dari aktivitas operasional 
sebesar Rp1.303.720 juta yang terutama disebabkan oleh penerimaan kas 
dari pelanggan dan penerimaan pendapatan bunga sebesar Rp4.392.624 
juta, sebagian dikompensasi oleh pembayaran kas kepada pemasok sebesar 
Rp2.657.150 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp431.708 
juta, dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp46 juta. 

Pada tahun 2021, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasional 
sebesar Rp418.937 juta yang terutama disebabkan oleh penerimaan kas 
dari pelanggan dan pendapatan bunga sebesar Rp1.295.788 juta, sebagian 
dikompensasi oleh pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp689.627 
juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp184.517 juta, dan 
pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp2.707 juta. 
Pada tahun 2020, akibat pandemi COVID-19 dan penutupan bioskop, arus 
kas bersih digunakan untuk aktivitas operasional sebesar Rp459.477 juta 
yang terutama disebabkan oleh pembayaran kas kepada pemasok sebesar 
Rp1.370.759 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp360.168 
juta, dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp178.412 juta, sebagian 
dikompensasi oleh penerimaan kas dari pelanggan dan pendapatan bunga 
sebesar Rp1.449.862 juta.
Pada tahun 2019, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasional 
sebesar Rp1.666.539 juta yang terutama disebabkan oleh penerimaan kas 
dari pelanggan dan pendapatan bunga sebesar Rp7.039.089 juta, sebagian 
dikompensasi oleh pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp4.199.649 
juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp659.287 juta, dan 
pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp513.614 juta.
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi 
Pada tahun 2022, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar 
Rp100.084 juta terutama disebabkan oleh arus kas yang digunakan untuk 
perbaikan sewa termasuk interior, instalasi listrik dan perbaikan lain yang 
dilakukan pada bioskop Cinema XXI dan akuisisi peralatan studio dan kantor. 
Pada tahun 2021, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi sebesar 
Rp113.550 juta terutama sebagai hasil dari arus kas dari penjualan saham 
Perusahaan Anak sebesar Rp193.712 juta, sebagian dikompensasi oleh 
arus kas yang digunakan dalam perolehan aset tetap sebesar Rp80.162 
juta. Perseroan menjual 100.000 saham di NES kepada PT Elang Andalan 
Nusantara dengan total jumlah US$13.500.000 (setara dengan Rp193.712 
juta). Sebagai hasil dari penjualan tersebut, kepemilikan saham Perseroan 
di NES berkurang dari 70% menjadi 60% dan 40% lainnya dimiliki oleh  
PT Elang Andalan Nusantara. 
Pada tahun 2020, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar 
Rp404.198 juta terutama disebabkan oleh arus kas yang digunakan dalam 
perolehan aset tetap sebesar Rp404.198 juta. 
Pada tahun 2019, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar 
Rp1.376.257 juta terutama disebabkan oleh ekspansi bioskop sebesar 
Rp1.376.265 juta, sebagian dikompensasi oleh arus kas dari penjualan 
saham Perusahaan Anak sebesar Rp8 juta.
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan 
Pada tahun 2022, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan 
sebesar Rp244.454 juta terutama disebabkan oleh pembayaran liabilitas 
sewa sebesar Rp172.518 juta dan pembayaran dividen tunai oleh Perseroan 
sebesar Rp1.769.351 juta, sebagian dikompensasi oleh penerimaan dari 
pinjaman bank sebesar Rp1.697.415 juta. 
Pada tahun 2021, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan 
sebesar Rp16.561 juta terutama disebabkan oleh dari pembayaran liabilitas 
sewa. 
Pada tahun 2020, arus kas bersih yang digunakan dalam aktivitas pendanaan 
sebesar Rp57.309 juta terutama disebabkan oleh dari pembayaran liabilitas 
sewa sebesar Rp56.634 juta dan pembayaran dividen oleh salah satu 
Perusahaan Anak sebesar Rp675 juta. 
Pada tahun 2019, arus kas bersih yang digunakan dalam aktivitas pendanaan 
sebesar Rp98.325 juta terutama sebagai hasil dari pembayaran dividen oleh 
Perseroan.

FAKTOR RISIKO
Risiko yang disajikan di bawah ini merupakan risiko secara langsung dan tidak 
langsung yang material bagi Cinema XXI dan telah dilakukan pembobotan 
berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan 
Cinema XXI dimulai dari risiko utama.
1. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kelangsungan usaha Cinema XXI
- Pandemi COVID-19 telah mengganggu bisnis Cinema XXI dan 

dapat terus memengaruhi kegiatan usaha bioskop, hasil operasi, 
dan likuiditas Cinema XXI.

2. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun 
tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi 
keuangan Cinema XXI
- Peningkatan penggunaan saluran distribusi film alternatif dan 

hiburan lain dapat menurunkan kunjungan bioskop, membatasi 
harga tiket, dan berdampak negatif pada pendapatan Cinema XXI.

- Cinema XXI membuka dan mengoperasikan bioskop di properti 
komersial yang disewa berdasarkan perjanjian sewa. Berakhirnya 
perjanjian sewa yang tidak sesuai rencana karena pengakhiran atau 
kegagalan Cinema XXI untuk memperbarui sewa tersebut dengan 
persyaratan komersial yang dapat diterima, atau bahkan tidak dapat 
diperpanjang sama sekali, dapat berdampak merugikan terhadap 
profitabilitas Cinema XXI atau bahkan mengakibatkan gangguan 
bisnis.

- Kinerja keuangan Cinema XXI dipengaruhi oleh kondisi 
ekonomi secara umum, tren makroekonomi, dan perkembangan 
perekonomian global yang negatif. 

- Pendapatan Cinema XXI sangat bergantung pada performa film. 
Kualitas yang buruk, performa atau gangguan atau penundaan 
dalam produksi film dapat berdampak material dan merugikan 
terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek 
Cinema XXI.

- Kegagalan dalam mempromosikan dan mempertahankan merek 
Cinema XXI dengan cara yang efektif dan hemat biaya dapat 
berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasi 
Cinema XXI.

- Jika Cinema XXI tidak dapat melaksanakan strategi bisnis atau 
mengelola pertumbuhan dengan baik, hal tersebut dapat berdampak 
merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi dan kondisi 
keuangan Cinema XXI. 

- Kesuksesan dalam melaksanakan strategi bisnis Cinema XXI di 
antaranya bergantung terhadap kemampuan dalam menemukan 
dan memilih lokasi strategis untuk bioskop Cinema XXI serta 
mengembangkan dan memperluas operasi dan penawaran 
makanan dan minuman (“F&B”) secara tepat waktu dan inovatif.

- Kondisi pasar real estat komersial yang menurun atau perubahan 
pada pasar properti secara keseluruhan di Indonesia dapat 
berdampak merugikan terhadap pertumbuhan jejaring bioskop 
Cinema XXI.

- Pendapatan dari penjualan F&B merupakan bagian penting dari 
pendapatan Cinema XXI. Jika Cinema XXI gagal mengantisipasi 
dan merespon perubahan selera dan preferensi pelanggan dengan 
tepat waktu, jika Cinema XXI tidak mampu mempertahankan standar 
kualitas yang tinggi atau jika Cinema XXI gagal menjaga rantai 
pasokan dengan harga yang kompetitif dan/atau dalam waktu yang 
tepat, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap reputasi, 
kegiatan usaha, dan hasil operasi Cinema XXI.

- Cinema XXI bergantung pada hubungannya dengan distributor 
film dan rumah produksi, dan memburuknya hubungan dengan 
distributor dan rumah produksi tersebut dapat berdampak material 
dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan 
hasil operasi Cinema XXI.

- Kegagalan untuk memelihara dan meningkatkan reputasi Cinema 
XXI, atau liputan media yang negatif mengenai kegiatan usaha 
dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Cinema XXI.

- Penurunan kualitas, kuantitas dan popularitas film-film Hollywood 
dapat memengaruhi Cinema XXI.

- Cinema XXI terkadang menghadapi persaingan yang ketat dalam 
industri bioskop.

- Cinema XXI mengalami kerugian keuangan yang signifikan pada 
tahun-tahun dan periode-periode sebelumnya.

- Cinema XXI dari waktu ke waktu dapat mengevalusi dan berpotensi 
menyelesaikan investasi atau akuisisi strategis, di mana hal tersebut 
dapat secara signifikan membutuhkan perhatian manajemen, 
menganggu bisnis dan berdampak merugikan terhadap hasil 
keuangan Cinema XXI.

- Hasil operasi Cinema XXI umumnya mengalami fluktuasi musiman 
dan tidak dapat diprediksi.

- Cinema XXI dapat ditinjau oleh komisi pengawas persaingan usaha 
karena posisi Cinema XXI di pasar dan/atau sehubungan dengan 
peluang akuisisi yang akan meningkatkan jumlah bioskop Cinema 
XXI di pasar di mana Cinema XXI memiliki pangsa pasar terbesar.

- Kegiatan usaha Cinema XXI memproses informasi pribadi dalam 
jumlah tertentu, dan kegagalan untuk melindungi informasi pribadi 
atau sensitif mengenai pelanggan atau penanganan yang tidak tepat 
atas informasi tersebut dan setiap pelanggaran terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dapat berdampak merugikan 
terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan 
prospek usaha Cinema XXI.

- Pertanggungan asuransi yang dimiliki Cinema XXI mungkin tidak 
memadai untuk menutup risiko sehubungan dengan kegiatan 
operasi dan potensi kerugian.

- Cinema XXI mengoperasikan teater IMAX dan tipe teater lain dalam 
bioskop, dan kesuksesan tipe teater tersebut terkait langsung 
dengan ketersediaan dan kesuksesan film untuk tipe tersebut, di 
mana tidak terdapat jaminan. Selain itu, merek tertentu, seperti 
IMAX mungkin tidak dikenal dengan baik.

- Kegiatan usaha Cinema XXI bergantung pada kinerja sistem 
teknologi informasi dan setiap kegagalan dalam sistem ini dapat 
menganggu jalannya kegiatan operasi, merusak reputasi Cinema 
XXI dan menyebabkan kerugian.

- Pembajakan film, termasuk pembajakan digital dan online, dapat 
mengurangi pendapatan dari film yang diputar di bioskop Cinema 
XXI.

- Apabila Cinema XXI tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi 
proyeksi digital, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap 
hasil operasi dan pertumbuhan Cinema XXI.

- Cinema XXI melakukan investasi untuk memelihara, merenovasi 
dan memugar bioskop, yang dapat menghambat kemampuan 
Cinema XXI untuk menghasilkan arus kas dan mengurangi imbal 
hasil investor.

- Penurunan arus pengunjung pusat perbelanjaan di mana 
bioskop Cinema XXI berada dan migrasi ke belanja online dapat 
memengaruhi kunjungan penonton bioskop, dan hal tersebut 
dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kondisi 
keuangan Cinema XXI.

- Kegiatan usaha Cinema XXI bergantung pada upaya 
berkesinambungan dari manajemen senior. Apabila satu atau 
lebih eksekutif kunci tidak dapat atau tidak mau melanjutkan posisi 
mereka saat ini, hal tersebut dapat sangat menganggu kegiatan 
usaha Cinema XXI.

- Apabila Cinema XXI tidak dapat mempertahankan budaya 
perusahaan seiring pertumbuhan, Cinema XXI dapat kehilangan 
kemampuan inovasi, kolaborasi, dan fokus, yang berkontribusi 
terhadap kegiatan usaha Cinema XXI.

- Cinema XXI dapat menghadapi kewajiban pajak yang lebih besar 
dari yang diantisipasi.

- Cinema XXI mungkin harus mengakui rugi penurunan nilai 
sehubungan aset tetap di masa datang.

- Insiden keamanan siber dapat menganggu kegiatan usaha Cinema 
XXI, di mana hal tersebut dapat mengakibatkan kehilangan informasi 
penting dan rahasia, dan berdampak merugikan terhadap reputasi 
dan hasil operasi Cinema XXI.

- Cinema XXI mungkin menghadapi tuntutan terkait pelanggaran hak 
atas kekayaan intelektual, yang mungkin mahal untuk dipertahankan 
dan dapat menganggu kegiatan usaha dan operasi Cinema XXI. 
Lebih lanjut, Cinema XXI mungkin tidak dapat mendapatkan 
perlindungan yang memadai untuk hak atas kekayaan intelektual 
yang material bagi bisnis Cinema XXI.

- Pengalaman tim manajemen Perseroan yang relatif terbatas sebagai 
pengurus perusahaan publik dapat menempatkan Cinema XXI pada 
posisi yang tidak menguntungkan.

- Perseroan tunduk pada berbagai persyaratan dalam peraturan, 
termasuk peraturan sehubungan izin dan lisensi pemutaran film, 
iklan, kesehatan dan keselamatan. Perubahan dalam peraturan 
perundang-undangan, atau kegagalan untuk mematuhi peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan denda 
dan sanksi, termasuk penghentian kegiatan bioskop, dan dapat 
berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, 
hasil operasi dan prospek usaha Cinema XXI.

- Kondisi cuaca yang ekstrim atau terjadi di luar musim atau peristiwa 
lain yang luar biasa dapat memengaruhi kegiatan usaha Cinema 
XXI.

- Litigasi, proses hukum, pemeriksanaan dan/atau tindakan oleh 
instansi berwenang dapat menimbulkan pertanggungjawaban yang 
signifikan, penghentian sementara kegiatan operasional dan pada 
akhirnya berdampak merugikan terhadap hasil keuangan Cinema 
XXI.

- Cinema XXI memiliki kebutuhan listrik yang signifikan untuk 
menjalankan kegiatan operasi. Setiap gangguan terhadap kegiatan 
operasi karena gangguan pasokan listrik atau kenaikan tarif listrik 
yang tidak teratur dan signifikan dapat berdampak merugikan 
terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan 
prospek Cinema XXI.

- Pendapatan iklan Cinema XXI bergantung pada kemampuan 
Cinema XXI untuk membina atau menjalin hubungan dengan 
pemasang iklan utama, serta faktor ekternal lainnya yang berada di 
luar kendali Cinema XXI.

- Cinema XXI menghadapi risiko terkait pihak ketiga yang menjadi 
mitra serta pihak lainnya.

- Jika Perseroan gagal memenuhi pembatasan keuangan dan 
pembatasan lainnya dalam perjanjian pembiayaan, hal tersebut 
akan berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek 
usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas Cinema XXI.

3. Risiko umum
- Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat berdampak 

memberikan dampak merugikan terhadap perekonomian, yang pada 
akhirnya dapat berdampak material yang merugikan terhadap pada 
bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Cinema 
XXI.

- Indonesia rentan terhadap risiko geologis dan bencana alam lainnya 
yang signifikan seperti banjir yang dapat menyebabkan kerusakan 
properti, kehilangan nyawa, gejolak sosial, dan kerugian ekonomi.

- Serangan teroris dan kegiatan teroris, serta peristiwa destabilisasi 
tertentu telah menyebabkan volatilitas ekonomi dan sosial yang 
signifikan dan berkelanjutan di Indonesia, yang dapat berdampak 
material dan merugikan terhadap kegiatan usaha dan/atau properti 
Cinema XXI.

- Otonomi daerah dan ketidakpastian dalam perimbangan kekuasaan 
antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat di Indonesia dapat 
berdampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha 
Cinema XXI melalui penetapan pembatasan, pajak dan pungutan 
daerah.

- Depresiasi atau volatilitas nilai Rupiah dapat berdampak merugikan 
terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan 
prospek usaha Cinema XXI.

- Penurunan peringkat utang Indonesia dan perusahaan Indonesia 
dapat berdampak merugikan bagi Cinema XXI.

- Undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia serta 
kerusuhan buruh dapat berdampak buruk secara material terhadap 
hasil operasi Cinema XXI.

- Aktivisme buruh, kerusuhan buruh, pemogokan buruh atau 
penghentian kegiatan kerja oleh pekerja dapat mengganggu 
operasional dan berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha 
dan hasil operasi Cinema XXI.

- Undang-undang di Indonesia mewajibkan perjanjian yang 
melibatkan pihak Indonesia dibuat dalam bahasa Indonesia, yang 
dapat menimbulkan masalah terkait keberlakuan perjanjian yang 
dibuat sehubungan dengan penawaran di luar Indonesia.

- Investor tidak mungkin dapat melakukan “service of process” 
(penyampaian dokumen-dokumen terkait proses peradilan dan 
memastikan bahwa penerimanya telah menerima dokumen tersebut) 
atau melakukan eksekusi putusan tertentu terhadap Perseroan, 
komisaris, direktur dan pejabat Perseroan.

- Pengungkapan mengenai perusahaan dan pengungkapan 
lainnya serta standar akuntansi di Indonesia dapat berbeda dari 
pengungkapan di yurisdiksi lain, seperti Amerika Serikat dan negara-
negara di Uni Eropa.

4. Risiko bagi investor
- Kepentingan dari Pemegang Saham Pengendali mungkin 

bertentangan dengan kepentingan publik.
- Kondisi pasar modal di Indonesia relatif kecil dan peraturan yang 

mengatur mengenai pasar modal di Indonesia berbeda dari 
peraturan di pasar lain, sehingga dapat menyebabkan harga pasar 
dari saham yang tercatat menjadi lebih tidak stabil.

- Kondisi pasar dan ekonomi dapat memengaruhi harga pasar 
dan permintaan atas saham Perseroan, yang dapat berfluktuasi 
signifikan.

- Calon investor mungkin harus tunduk pada pembatasan mengenai 
hak-hak pemegang saham minoritas.

- Perubahan nilai mata uang Rupiah terhadap Dolar AS atau mata 
uang lainnya di masa depan akan memengaruhi nilai saham dan 
dividen dalam ekuivalen valuta asing.

- Penerbitan atau penjualan saham Perseroan di masa depan, 
prospek penerbitan atau penjualan saham Perseroan di masa depan 
dan ketersediaan saham Perseroan dalam jumlah besar untuk dijual, 
termasuk oleh pemegang saham pengendali Perseroan, dapat 
berdampak merugikan secara material terhadap harga pasar saham 
Perseroan.

- Cinema XXI mungkin akan menanggung peningkatan biaya sebagai 
perusahaan publik dan kegagalan dalam memenuhi persyaratan 
pengungkapan, pengendalian internal dan pelaporan keuangan 
serta manajemen risiko dan praktik terkait lainnya yang diperlukan 
untuk perusahaan tercatat dapat merugikan hasil operasi Cinema 
XXI dan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban 
pelaporan berkala.

- Hak calon investor untuk berpartisipasi dalam setiap penawaran 
umum terbatas Perseroan mungkin terbatas, yang dapat 
menyebabkan dilusi kepemilikan saham.

- Pelaksanaan hukum di Indonesia mungkin berbeda dengan hukum 
di yurisdiksi lain sehubungan dengan penyelenggaraan, serta hak 
pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara pada RUPS 
Perseroan.

- Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan dapat membayar 
dividen.

- Informasi perusahaan yang tersedia di pasar modal Indonesia 
mungkin tersedia lebih sedikit dibandingkan pasar modal di yurisdiksi 
lain.

- Nilai aset bersih per saham atas Saham Yang Ditawarkan yang 
dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham mungkin jauh 
lebih rendah dibandingkan Harga Penawaran dan investor dapat 
langsung mengalami dilusi yang substansial.

- Cinema XXI beroperasi dalam sistem hukum yang pelaksanaan atas 
undang-undang dan peraturannya mungkin tidak pasti dan dengan 
membeli Saham Yang Ditawarkan, pemegang saham menjadi 
terekspos kepada sistem hukum tersebut dan mungkin sulit atau 
tidak mungkin untuk mengajukan tuntutan sehubungan dengan 
Saham Yang Ditawarkan.

- Cinema XXI mungkin merupakan “Perusahaan Penanaman Modal 
Asing Pasif” - “Passive Foreign Investment Company” atau PFIC 
berdasarkan peraturan pajak penghasilan Amerika Serikat yang 
berlaku.

- Investor mungkin diharuskan untuk menyelesaikan pembelian 
Saham Yang Ditawarkan apabila Penawaran Umum Perdana 
Saham diwajibkan untuk dilanjutkan dan diselesaikan walaupun 
terjadi perubahan material yang merugikan dalam keadaan moneter, 
keuangan, politik dan perekonomian internasional dan nasional 
atau kejadian lain yang sifatnya force majeure atau terdapatnya 
perubahan material yang merugikan lainnya dalam kondisi kegiatan 
usaha dan keuangan Cinema XXI.

- Perseroan telah memuat pernyataan-pernyataan prospektif dalam 
Prospektus yang rentan terhadap risiko dan ketidakpastian.

- Penjamin Emisi Efek tidak melakukan penjatahan lebih atau 
stabilisasi harga pasar atas Saham Yang Ditawarkan.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL 
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Cinema XXI menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang terjadi 
setelah tanggal penerbitan kembali laporan auditor independen tertanggal 4 
April 2023 atas laporan keuangan konsolidasian Cinema XXI pada tanggal 
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 
2021, 2020, dan 2019 beserta laporan auditor independen, sampai dengan 
tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif yang mempunyai dampak 
material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Cinema XXI.
Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan interim konsolidasian Cinema 
XXI pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir 
pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2022, yang telah direviu oleh KAP 
Siddharta Widjaja & Rekan (an Indonesian partnership and a member firm 
of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with 
KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee) 
berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas informasi keuangan 
interim yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” yang ditetapkan 
oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu atas informasi 
keuangan interim No. L.23-1000693031-23/004.01 tanggal 28 April 2023. 
Pengungkapan laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk 
periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Maret 
2022 dilakukan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan 
sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan 
dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran 
Corona Virus Disease 2019, Surat Edaran OJK No. 04/SEOJK.04/2022 
tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa 
Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi 
Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja 
dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, 
dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 
tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/
SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait 
Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilisasi Pasar 
Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019  sebagai akibat dari 
pandemi COVID-19.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, 
KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDRUNGAN 

DAN PROSPEK USAHA
Riwayat singkat Perseroan
Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan pada tahun 1988 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara 
Republik Indonesia, dengan nama PT Subentra Nusantara berdasarkan 
Akta Pendirian No. 67 tanggal 7 Juni 1988, yang dibuat di hadapan Benny 
Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum sejak 
tanggal 16 September 1988 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia No. C2.8731.HT.01.01-Th’88 tanggal 16 September 
1988, yang telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor 
Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 109/1988 tanggal 11 Oktober 1988, 
dan telah diumumkan dalam BNRI No. 80 tanggal 16 September 1988, dan 
Tambahan No. 4956/1992 (“Akta Pendirian”). 
Pada tahun 1998, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan 
nama Perseroan menjadi PT Nusantara Sejahtera Raya berdasarkan Akta 
No. 35 tanggal 14 Desember 1998 yang dibuat di hadapan Paulus Widodo 
Sugeng Haryono, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan nama ini disahkan 
oleh Menkumham dalam Surat Keputusan No. C-12985.HT.01.04.TH.99 
tanggal 15 Juli 1999 yang telah didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan 
Kotamadya Jakarta Pusat dengan No. 199 tanggal 3 November 1999.
Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan 
telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dengan perubahan 
terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan 
Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 16 tanggal  
6 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta 
Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan 
Keputusan Menkumham No. AHU-0014879.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 
9 Maret 2023, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan 
dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-
AH.01.03-0037191 tanggal 9 Maret 2023 dan didaftarkan pada Daftar 
Perseroan No. AHU-0048801.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 9 Maret 2023.
Sampai dengan tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, Perseroan telah 
menjalankan kegiatan usaha di bidang bioskop dan restoran.
Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 3 tanggal  
3 April 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta 
Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana 
dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan 
No. AHU-AH.01.09.0106689 tanggal 4 April 2023 dan didaftarkan pada Daftar 
Perseroan No. AHU-0066474.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 4 April 2023, 
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 
Prospektus Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama    :  Suryo Suherman
Komisaris     :  Melia Suherman
Komisaris     :  Harris Lasmana
Komisaris     :  Sacheen Harris Lasmana
Komisaris Independen  :  Mohammad Noor Rachman Soejoeti 
Komisaris Independen  :  Ongki Wanadjati Dana
Direksi
Direktur Utama    :  Ir. Hans Gunadi M.Sc. 
Direktur      :  Arif Suherman
Direktur      :  Tri Rudy Anitio
Direktur      :  Dody Suhartono
Keterangan tentang Kegiatan Usaha, Kecendrungan dan Prospek Usaha
Cinema XXI merupakan perusahaan yang fokus dalam pemutaran film dan 
penyediaan F&B untuk memberikan pengalaman hiburan yang berkualitas 
tinggi. Cinema XXI merupakan operator jejaring bioskop terbesar di 
Indonesia dalam hal pendapatan gross box office, jumlah penonton 
dan jumlah layar dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 69,7%, 
68,8% dan 57,7% per tanggal 31 Desember 2021, menurut Euromonitor.  
Cinema XXI memiliki dan mengoperasikan 225 bioskop dengan total 1.216 
layar di 55 kota di seluruh Indonesia per tanggal 31 Desember 2022. 
Mayoritas bioskop Cinema XXI terletak di pusat perbelanjaan dengan lalu 
lintas pengunjung yang ramai di berbagai kota di Indonesia. Cinema XXI 
mengklasifikasikan kota-kota di Indonesia menjadi tiga tingkatan berdasarkan 
estimasi dan sumber internal Perseroan atas Produk Domestik Bruto (“PDB”) 
pada paritas daya beli (“PPP”) masing-masing kota. Kota-kota yang diyakini 
oleh Cinema XXI berada dalam rentang PDB pada PPP per kapita tertinggi 
diklasifikasikan sebagai kota Tier 1, kota-kota yang diyakini oleh Cinema XXI 
berada dalam rentang PDB pada PPP menengah diklasifikasikan sebagai 
kota Tier 2, dan selebihnya diklasifikasikan sebagai kota Tier 3. Sebagian 
besar bioskop Cinema XXI berlokasi di kota Tier 1, di mana terdapat kelompok 
masyarakat dengan tingkat kesejahteraan dan pendapatan siap dibelanjakan 
yang lebih tinggi, sehingga memberikan suatu keuntungan bagi Cinema 
XXI. Cinema XXI juga akan menghadirkan semakin banyak bioskop yang 
berlokasi di kota Tier 2 dan kota Tier 3 untuk memastikan bahwa bioskop 
Cinema XXI dapat melayani masyarakat lebih luas di seluruh Indonesia.
Cinema XXI memulai debutnya di industri pemutaran film pada akhir 
tahun 1980-an dan telah berhasil memposisikan diri sebagai operator 
bioskop yang melayani para penggemar film di berbagai kota di Indonesia, 

dengan secara konsisten menambah jumlah layar dan bioskop baru.  
Sebagian besar bioskop Cinema XXI adalah bioskop multipleks yang 
merupakan kompleks bioskop dengan beberapa layar yang berada di 
dalam pusat perbelanjaan sehingga memungkinkan pemutaran film secara 
bersamaan. Strategi Cinema XXI dengan bioskop multipleks adalah 
menawarkan pengalaman hiburan yang berkualitas tinggi bagi penonton, 
dengan menyediakan berbagai pilihan film yang lebih luas, termasuk film 
dalam format 3D yang tersedia di beberapa layar Cinema XXI, serta memberi 
kesempatan bagi penonton untuk menikmati makanan dan bersosialisasi.
Cinema XXI menawarkan berbagai macam tipe teater untuk dapat menikmati 
film dan berkeyakinan telah menjadi pelopor dalam penggunaan teknologi 
canggih dan menawarkan inisiatif F&B yang inovatif untuk memastikan 
pengalaman hiburan berkualitas tinggi dan menyenangkan bagi penonton 
bioskop. Cinema XXI menawarkan bioskop dengan berbagai tipe meliputi 
teater Regular/Deluxe, The Premiere, dan IMAX, dengan masing-masing 
tipe teater memiliki strategi penetapan harga yang telah disesuaikan untuk 
menarik segmen pelanggan dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang 
berbeda. Seluruh bioskop Cinema XXI menawarkan konten yang beragam 
dalam beberapa bahasa yang telah mengadopsi teknologi bioskop terkini. 
Secara khusus, layar IMAX di bioskop Cinema XXI menggunakan teknologi 
canggih untuk memberikan pengalaman menonton yang memuaskan di 
layar raksasa dengan efek audio-visual yang imersif. Layar IMAX memiliki 
tampilan hingga 26,0% lebih besar dibandingkan layar Reguler/Deluxe, 
sistem proyektor ganda, dan sistem 3D berkualitas tinggi. Cinema XXI dapat 
menarik lebih banyak penonton yang merupakan penggemar film ataupun 
yang bukan penggemar film ke bioskop Cinema XXI dan mendiversifikasi 
arus pendapatan Cinema XXI dengan pilihan F&B yang inovatif termasuk 
jajanan lokal serta hidangan berkualitas tinggi. Dengan jumlah bioskop dan 
sistem digital yang terus bertambah, maka bioskop dan sistem digital Cinema 
XXI dapat digunakan untuk kegiatan usaha periklanan.
Cinema XXI berkeyakinan telah menjadi yang terdepan dalam hal inovasi di 
industri, dengan menjadi pelopor berbagai penawaran sejak awal berdirinya. 
Dengan inovasi yang berkesinambungan, Cinema XXI tetap unggul di antara 
para pesaing dalam meningkatkan pengalaman penonton, dan menciptakan 
sumber pendapatan yang baru. Salah satu pendiri Cinema XXI, Benny 
Suherman, merupakan pelopor dalam memperkenalkan bioskop modern 
di Indonesia dengan membuka Studio 21 pada tahun 1987. Cinema XXI 
selanjutnya pertama kali membuka teater bioskop dengan konsep premium di 
Indonesia dengan kursi yang bisa direbahkan, dengan merek “The Premiere” 
pada tahun 2002. Saat ini, teater berkonsep premium tersebut telah mencapai 
7,6% dari total layar yang dimiliki Cinema XXI per tanggal 31 Desember 2022. 
Pada tahun 2006, Cinema XXI merilis aplikasi reservasi tiket berbasis seluler, 
yaitu m.tix yang digunakan secara luas dan eksklusif hanya untuk Cinema 
XXI. Aplikasi ini memungkinkan Cinema XXI untuk memberikan layanan yang 
disesuaikan dengan preferensi penonton Cinema XXI dalam hal pembelian 
tiket dan penawaran F&B. Cinema XXI juga menjalin kerjasama dengan mitra 
eksternal untuk pengembangan dan penggunaan TIX.ID, aplikasi reservasi 
tiket digital Cinema XXI yang melayani operator bioskop lainnya selain 
Cinema XXI. Penjualan tiket digital untuk bioskop Cinema XXI hanya tersedia 
di m.tix dan TIX.ID. TIX.ID memiliki cakupan lebih dari 90,0% layar bioskop 
di Indonesia per tanggal 31 Desember 2021 sehingga memperoleh manfaat 
dari potensi kenaikan penjualan tiket bioskop di Indonesia, dan menjadi 
satu-satunya sistem reservasi tiket digital di Indonesia yang melayani dan 
melakukan penjualan tiket baik untuk Cinema XXI ataupun operator bioskop 
besar lainnya di Indonesia, menurut Euromonitor.
Cinema XXI berfokus dalam menciptakan standar keunggulan operasional 
dan merek yang telah diakui dalam industri pemutaran film. Cinema XXI 
telah menerima beberapa penghargaan bergengsi, termasuk penghargaan 
“Brand of the Year” dari World Branding Awards (di antara merek global 
lainnya) dalam kategori hiburan (bioskop) pada tahun 2017, 2018 dan 2019, 
penghargaan “Millennial’s Top Brand Award” dari Warta Ekonomi pada tahun 
2019, penghargaan “Better Brand Award” dalam kategori merek bioskop dari 
Majalah Infobank pada tahun 2019, “Industry Champions of the Year Award” 
dari Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards pada tahun 2020 
atas kepimpinan perusahaan dan keahlian manajemen dalam memimpin 
organisasi, serta penghargaan “Jakarta Tourism Award” dari Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022. Berdasarkan hasil survei pasar yang 
dilakukan oleh Euromonitor pada bulan Januari 2023 (Survei Euromonitor), 
Cinema XXI juga merupakan merek bioskop yang paling dikenal di Indonesia.
Cinema XXI telah menunjukkan kinerja keuangan yang kuat dan tangguh 
meskipun terdampak pandemi COVID-19 yang berlangsung dalam beberapa 
tahun terakhir. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 
Cinema XXI mencatatkan sekitar 112 juta penonton dan menghasilkan total 
pendapatan sebesar Rp6.890 miliar. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2022, Cinema XXI mencatatkan sekitar 67 juta penonton, 
sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 
Cinema XXI mencatat sekitar 22 juta penonton atau sekitar 68,8% dari total 
penonton di Indonesia menurut Euromonitor. Untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2022, Cinema XXI menghasilkan total pendapatan 
sebesar Rp4.401 miliar dengan marjin laba bersih sebesar 11,5% dan marjin 
EBITDA sebesar 32,6%. Total pendapatan Cinema XXI menurun pada tahun 
2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19 dan PPKM terkait COVID-19 yang 
diterapkan oleh Pemerintah. Meski mengalami penurunan total pendapatan 
pada tahun 2020 dan 2021, Cinema XXI tidak melakukan penutupan satu 
pun lokasi bioskop secara permanen karena pandemi COVID-19 dan 
menunjukkan kegiatan operasi yang tangguh. Cinema XXI kembali beroperasi 
secara penuh pada bulan Mei 2022 dengan dilonggarkannya PPKM yang 
mendorong pemulihan industri film secara umum. Jumlah penonton Cinema 
XXI selama tahun 2022 telah mencapai 60,0% dari jumlah penonton di tahun 
2019 (sebelum COVID-19), dan pendapatan Cinema XXI pada tahun 2022 
mencapai 60,7% dari pendapatan di tahun 2019. Jumlah penonton antara 
bulan Mei hingga Desember 2022 adalah 54,1 juta dibandingkan dengan 
76,8 juta antara bulan Mei hingga Desember 2019, dan pendapatan bioskop 
Cinema XXI untuk periode bulan Mei hingga Desember 2022 adalah sebesar 
Rp2.428 miliar dibandingkan dengan Rp3.386 miliar untuk periode bulan 
Mei hingga Desember 2019. Cinema XXI berkeyakinan bahwa meskipun 
terdampak pandemi COVID-19, Cinema XXI tetap memiliki kinerja keuangan 
yang kuat dan tangguh karena didukung oleh kinerja film lokal dalam tiga 
tahun terakhir dan kedisiplinan perusahaan dalam memonitor kinerja operasi 
dan memanfaatkan peluang pertumbuhan.

KEBIJAKAN DIVIDEN
Sesuai dengan hukum di Indonesia dan anggaran dasar Perseroan, 
keputusan pembagian dividen dibuat berdasarkan persetujuan pemegang 
saham pada RUPS atas rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran 
dividen hanya boleh dilakukan apabila Perseroan mempunyai saldo laba 
yang positif. 
Rekomendasi terkait penetapan jumlah, dan pembagian dividen akan 
diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh para pemegang saham berdasarkan 
pertimbangan mereka dan akan bergantung pada sejumlah faktor termasuk 
namun tidak terbatas pada pendapatan, arus kas, liabilitas, kondisi keuangan, 
rencana investasi dan peluang pertumbuhan Cinema XXI. Berdasarkan 
faktor-faktor tersebut, Perseroan menargetkan pembagian dividen minimal 
35% dari laba bersih Perseroan. Kebijakan dividen ini mulai berlaku untuk 
laba bersih Perseroan setelah pajak untuk tahun buku yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2023 yang akan dibagikan pada tahun 2024. Namun 
demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mengumumkan 
dan mendistribusikan dividen, dan Direksi memiliki wewenang untuk 
menyesuaikan kebijakan dividen Perseroan setiap saat untuk memastikan 
dividen dibayarkan secara seimbang sehingga Perseroan dapat terus 
bertumbuh. 
Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dalam Prospektus 
dengan judul “Kebijakan Dividen.”

PERPAJAKAN
CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA 
SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN 
KONSULTAN PAJAK MASING-MASING TERKAIT DAMPAK 
PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN 
MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN 
UMUM PERDANA SAHAM INI. 

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM 
RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum 
Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:
Akuntan Publik : KAP Siddharta Widjaja & Rekan (a member Firm 

of KPMG International)
Konsultan Hukum : Hadiputranto, Hadinoto & Partners
Notaris : Aulia Taufani, S.H.
Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom

TATA CARA PEMESANAN SAHAM
1. Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana 
Saham menggunakan Sistem e-IPO sebagaimana diatur dalam 
Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek 
Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (“Peraturan OJK 
No. 41/2020”). Investor dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan 
mereka pada masa Penawaran Awal (bookbuilding) atau pada Masa 
Penawaran Umum.
Penyampaian minat dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan 
melalui Sistem e-IPO
Penyampaian minat dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan 
melalui Sistem e-IPO disampaikan dengan cara di bawah ini:
a. secara langsung melalui Sistem e-IPO (pada website www.e-ipo.

co.id)
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem di mana pemodal 
terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan 
dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem e-IPO.

b. melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem di 
mana pemodal terdaftar sebagai nasabah.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam 
huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem yang relevan untuk 
selanjutnya diteruskan ke Sistem e-IPO oleh Partisipan Sistem. 
Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari 
Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
Bagi pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek, dalam hal ini PT Indo Premier Sekuritas, PT J.P. Morgan 
Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT UBS Sekuritas 
Indonesia, selain menyampaikan pesanannya melalui mekanisme 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dapat mengajukan 
melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan 
memuat informasi sebagai berikut:
- identitas nasabah (nama sesuai dengan KTP, nomor Single 

Investor Identification (“SID”), nomor Sub Rekening Efek 
(“SRE”) dan RDN);

- jumlah pesanan dengan mengkonfirmasi satuan yang dipesan 
(dalam lot/saham);

- salinan kartu identitas;
- informasi kontak yang dapat dihubungi (alamat email dan nomor 

telepon).
Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap pesanan 
yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar 
dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan Penjamin Pelaksana 
Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat 
email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek 
selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui Sistem e-IPO.

c. melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem 
di mana pemodal terdaftar sebagai nasabah.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam 
huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dan selanjutnya 
disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem 
e-IPO. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi 
formulir dari Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan 
Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan satu minat dan/atau 
pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan 
terpusat pada setiap penawaran umum.
Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan 
untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/
atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi 
Efek.
Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang 
disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin 
Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas 
pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring 
untuk diteruskan ke Sistem e-IPO.
Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan
Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO 
dilakukan pada masa Penawaran Awal (bookbuilding) yang berlangsung 
pada tanggal 10 - 14 Juli 2023. Pemodal dapat mengubah dan/atau 
membatalkan minat yang telah disampaikan selama Masa Penawaran 
Awal (bookbuilding) melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau 
pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapatkan konfirmasi dari 
Sistem e-IPO.
Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal (bookbuilding) harga 
saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal 
sama dengan atau lebih tinggi dari Harga Penawaran, maka minat yang 
disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan 
saham pada Harga Penawaran setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh 
pemodal pada Masa Penawaran Umum.
Pemodal diharuskan untuk memberikan konfirmasi bahwa pemodal telah 
menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus 
berkenaan dengan Saham Yang Ditawarkan sebelum atau pada saat 
pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas 
Saham Yang Ditawarkan secara langsung melalui Sistem e-IPO, maka 
konfirmasi akan dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui 
Sistem e-IPO, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas 
Saham Yang Ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan 
Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, maka konfirmasi harus 
dilakukan oleh Partisipan Sistem melalui Sistem e-IPO untuk dan atas 
nama pemodal tersebut. Untuk melakukan hal ini, pemodal wajib terlebih 
dahulu melakukan konfirmasi kepada Perusahaan Efek dan Partisipan 
Sistem di luar Sistem e-IPO.



b. apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat 
dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi 
saham mencapai 10x namun kurang dari 25x, maka 
alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 
7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah Saham Yang 
Ditawarkan.

c. apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat 
dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi 
saham mencapai 25x atau lebih, maka alokasi saham 
disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas 
koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk 
memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi 
penjatahan terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah 
saham yang dialokasikan untuk porsi penjatahan pasti. 
Penjatahan terpusat akan dilakukan sebagai berikut:
a. Dalam hal terdapat lebih dari satu pesanan pada alokasi 

penjatahan terpusat dari pemodal yang sama melalui 
Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus 
digabungkan menjadi satu pesanan. 
Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 
satu Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan 
secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing 
Partisipan Sistem. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan 
untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan 
yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, 
saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu 
penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

b. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
(i) penjatahan terpusat ritel, sisa saham yang tersedia 

dialokasikan untuk penjatahan terpusat selain ritel;
(ii) penjatahan terpusat selain ritel, sisa saham yang 

tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat ritel.
c. Dalam hal terjadi :

(i) kelebihan pesanan pada penjatahan terpusat tanpa 
memperhitungkan pesanan dari pemodal yang 
menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat 
namun juga melakukan pemesanan untuk penjatahan 
pasti, pesanan pada penjatahan terpusat dari pemodal 
tersebut tidak diperhitungkan;

(ii) terjadi kekurangan pesanan pada penjatahan terpusat 
tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang 
menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat 
namun juga melakukan pemesanan untuk penjatahan 
pasti, pesanan pada penjatahan terpusat dari pemodal 
tersebut mendapat alokasi secara proporsional;

(iii) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal 
sebagaimana dimaksud pada butir (ii) lebih sedikit 
dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau 
terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut 
dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian 
pesanan hingga saham yang tersisa habis.

d. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada 
alokasi penjatahan terpusat melebihi jumlah saham yang 
dialokasikan untuk penjatahan terpusat, termasuk setelah 
memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, 
penjatahan saham dilakukan oleh Sistem e-IPO dengan 
mekanisme sebagai berikut:
(i) pada penjatahan terpusat ritel dan penjatahan terpusat 

selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan 
saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 
10 satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk 
pemesanan yang kurang dari 10 satuan perdagangan;

(ii) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan 
perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah 
pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi 
penjatahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), 
saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang 
melakukan pemesanan pada penjatahan terpusat sesuai 
urutan waktu pemesanan;

(iii) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah 
penjatahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), sisa 
saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan 
perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang 
belum terpenuhi;

(iv) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional 
menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, 
dilakukan pembulatan ke bawah; dan

(v) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan 
penjatahan saham secara proporsional sebagaimana 
dimaksud dalam butir (iv), sisa saham dialokasikan 
kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi 
berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan 
masing-masing satu satuan perdagangan hingga saham 
yang tersisa habis.

8. Penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham
a. Dalam jangka waktu sejak tanggal Efektif sampai dengan 

berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda 
Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama tiga bulan sejak 
tanggal Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana 
Saham, dengan ketentuan:
(1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan 

Perseroan yang meliputi:
i) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun 

melebihi 10% (sepuluh persen) selama tiga Hari Bursa 
berturut-turut;

ii) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, 
pemogokan yang berpengaruh secara signifikan 
terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

iii) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan 
terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang 
ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 
lampiran 11; dan

(2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum 

atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham 
dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa 
Indonesia yang mempunyai peredaran nasional 
paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan 
atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban 
mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat 
juga mengumumkan informasi tersebut dalam media 
massa lainnya;

ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran 
Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana 
Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama 
dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam 
butir i);

iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana 
dimaksud dalam butir i) kepada OJK paling lambat satu 
Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum 
atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham 
yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham 
Yang Ditawarkan telah dibayar maka Perseroan wajib 
mengembalikan uang pemesanan saham kepada 
pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan 
penundaan atau pembatalan tersebut.

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran 
Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
(1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan 

oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 
(1) butir i), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa 
Penawaran Umum paling lambat delapan Hari Kerja setelah 
indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami 
peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total 
penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi 
dasar penundaan;

(2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek 
mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a angka (1) butir i), maka Perseroan dapat 
melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;

(3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai 
jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi 
tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material 
yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum 
(jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu 
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai 
peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum 
dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping 
kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan 
dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

(4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana 
dimaksud dalam butir (3) kepada OJK paling lambat satu Hari 
Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai dengan Pasal 54 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal 
terjadi kegagalan Sistem e-IPO, Penyedia Sistem dapat melakukan 
penyesuaian jadwal waktu kegiatan dalam Penawaran Umum 
Perdana Saham atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan 
Penawaran Umum Perdana Saham.

9. Pengembalian uang pemesanan
Pemesanan pembelian saham dengan mekanisme penjatahan 
terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan 
pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan 
demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada 
Penawaran Umum Perdana Saham dengan menggunakan Sistem 
e-IPO.
Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham 
dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa 
Efek dan dana sudah diserahkan kepada Perseroan, maka Perseroan 
wajib mengembalikan uang pembayaran pemesanan saham melalui 
KSEI kepada pemodal selambat-lambatnya dua Hari Kerja sejak 
keputusan pembatalan tersebut. Pengembalian uang pemesanan 
akan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan 
sistem e-IPO di mana dana pesanan akan dikembalikan secara 
otomatis kepada RDN masing-masing pensanan. Apabila Perseroan 
melakukan pengembalian uang pembayaran pemesanan saham 
lebih dari dua Hari Kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran 
Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib membayar denda 
kepada pemodal untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga 
per tahun yang berlaku pada rekening giro Rupiah bank penerima, 
yang dihitung sejak Hari Kerja ketiga setelah keputusan pembatalan 
tersebut secara proporsional, dengan ketentuan satu tahun adalah 
360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender. Bank 
penerima adalah bank yang digunakan oleh Perseroan untuk 
menerima dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

10. Konfirmasi penjatahan atas pemesanan Saham Yang Ditawarkan
Pemodal akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan 
saham melalui Sistem e-IPO dalam hal pesanan disampaikan secara 
langsung oleh pemodal melalui Sistem e-IPO, atau menggunakan 
formulir dalam hal pesanan disampaikan melalui Partisipan Sistem.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS
Perseroan akan mengunggah Prospektus selama Masa Penawaran 
Umum yang dimulai pada tanggal 27 Juli 2023 hingga 31 Juli 2023 ke 
dalam Sistem e-IPO yang dapat diakses melalui website berikut: www.e-
ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, lantai 16
Sudirman Central Business District 

Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53

Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel: (021) 5088 7168
Fax: (021) 5088 7167
www.indopremier.com

PT J.P. Morgan Indonesia
Gedung The Energy, lantai 6 
Sudirman Central Business  

District Lot 11A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53A
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Tel: (021) 291 8181
Fax: (021)  529 18266
www.jpmorgan.co.id

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri I, lantai 24 - 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55,

Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel: (021) 526 3445
Fax: (021) 527 5701

www.mandirisekuritas.co.id

PT UBS Sekuritas Indonesia
Sequis Tower, lantai 22 Unit 22 - 1 
Sudirman Central Business District 

Lot 11B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71

Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel: (021) 574 0111
Fax: (021) 2511662

www.ubs.com
PENJAMIN EMISI EFEK

[Akan ditentukan kemudian]

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan
Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan 
melalui Sistem e-IPO pada Masa Penawaran Umum. Pemodal 
dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama Masa 
Penawaran Umum melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau 
pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud akan dinyatakan sah 
setelah memperoleh konfirmasi dari Sistem e-IPO.

2. Pemesan yang Berhak
Untuk dapat menjadi pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan 
OJK No. 41/2020, pemesan harus memiliki:
a. SID;
b. SRE Jaminan; dan
c. RDN.
Keharusan untuk memiliki SRE Jaminan tidak berlaku bagi pemodal 
kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang 
melakukan pemesanan penjatahan pasti.

3. Jumlah pesanan
Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-
kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 saham dan 
selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 saham.

4. Pendaftaran saham ke dalam Penitipan Kolektif
Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan 
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI. 
Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI, maka ketentuan 
sebagai berikut akan berlaku:
a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum 

Perdana Saham dalam bentuk surat kolektif saham, tetapi 
saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang 
diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Saham hasil 
Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam SRE atas nama 
pemodal selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi.

b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke SRE pemodal 
pada Tanggal Distribusi, pemodal dapat melakukan pengecekan 
penerimaan saham tersebut di SRE yang didaftarkan pemodal 
pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank 
Kustodian di mana pemodal membuka SRE akan menerbitkan 
konfirmasi tertulis kepada pemodal sebagai surat konfirmasi 
mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan 
surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam SRE;

c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan 
pemindahbukuan saham antara rekening efek di KSEI.

d. Pemegang saham yang tercatat dalam SRE berhak atas dividen, 
bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan hak untuk 
memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat 
pada saham.

e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan 
efek terlebih dahulu dilaksanakan oleh Perseroan, melalui 
rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada 
pemilik manfaat (beneficial owner) yang memiliki SRE di 
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

f. Setelah Penawaran Umum dan saham Perseroan dicatatkan, 
pemegang saham yang ingin memperoleh sertifikat saham dapat 
melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di 
KSEI setelah Saham Yang Ditawarkan hasil Penawaran Umum 
Perdana Saham didistribusikan ke dalam rekening efek pada 
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.

g. Penarikan tersebut dilakukan oleh pemegang saham dengan 
mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui 
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham 
pemegang saham tersebut.

h. Untuk saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif, surat kolektif 
saham akan diterbitkan selambat-lambatnya lima Hari Kerja 
setelah permohonan diterima oleh KSEI atas nama pemegang 
saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian 
yang mengelola saham.

i. Pihak-pihak yang hendak melakukan transaksi atas saham 
melalui Bursa Efek wajib menunjuk Perusahaan Efek atau 
Bank Kustodian yang memegang rekening di KSEI untuk 
mengadministrasikan saham tersebut.

j. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif di KSEI 
dan telah diterbitkan surat kolektif saham-nya, tidak dapat 
dipergunakan untuk penyelesaian transaksi di Bursa Efek. 
Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat 
diperoleh dari Penjamin Emisi Efek di mana pemesanan saham 
yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum 
Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama tiga Hari Kerja, 
mulai tanggal 27 - 31 Juli 2023.

Masa Penawaran Umum Waktu Pemesanan
Hari Pertama - 27 Juli 2023 09.00 WIB - 23.59 WIB
Hari Kedua - 28 Juli 2023 00.00 WIB - 23.59 WIB
Hari Ketiga - 31 Juli 2023 00.00 WIB - 10.00 WIB

6. Penyediaan dana dan pembayaran pemesanan saham
Pemesanan saham melalui Sistem e-IPO harus disertai dengan dana 
yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, maka 
pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang 
tersedia dengan kelipatan yang sesuai dengan satuan perdagangan 
Bursa Efek.
Pemodal harus menyediakan dana pada RDN yang terhubung 
dengan SRE pemodal yang digunakan untuk pemesanan saham 
sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum. 
Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan institusi yang merupakan 
nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan untuk 
penjatahan pasti, maka dana pesanan harus tersedia pada SRE 
Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana investor tersebut mengajukan 
pesanan.
Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari SRE Jaminan dan/
atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai dengan hasil 
penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko 
penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder 
yang dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Lembaga Penjaminan.
Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum 
kepada Perseroan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal 
Pencatatan.

7. Penjatahan Saham Yang Ditawarkan
PT Mandiri Sekuritas yang merupakan Manajer Penjatahan 
akan bertindak sebagai Partisipan Admin, di mana pelaksanaan 
penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem 
sesuai dengan Peraturan OJK No.41/2020 dan Surat Edaran OJK 
No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan 
Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk 
Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam 
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara 
Elektronik (“SEOJK No. 15/2020”). Penjatahan saham untuk setiap 
pemesanan akan dilakukan pada tanggal 31 Juli 2023. 
A. Penjatahan pasti (fixed allotment)

Penjatahan pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai 
dengan jumlah maksimum 97,5% (sembilan puluh tujuh koma 
lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan untuk dialokasikan 
kepada, termasuk namun tidak terbatas pada dana pensiun, 
perusahaan asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan. 
Penjatahan pasti hanya dapat dilaksanakan apabila ketentuan di 
bawah ini terpenuhi:
a. Partisipan Admin melakukan alokasi porsi penjatahan pasti 

kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak 
menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan 
pemodal yang akan mendapatkan alokasi penjatahan pasti.

b. Jumlah porsi penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada 
huruf a di atas termasuk pula jatah bagi karyawan Perseroan 
yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum 
Perdana Saham dengan jumlah paling banyak 0,13% (nol 
koma satu tiga persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan 
dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada investor di 
bawah ini:
(i) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 

20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu 
Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin 
Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum 
Perdana Saham;

(ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama 
Perseroan; atau

(iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 
(i) dan butir (ii) yang bukan merupakan pihak yang 
melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham pada penjatahan 
terpusat dengan batasan tertentu, jumlah saham yang 
dialokasikan untuk penjatahan pasti akan disesuaikan dengan 
jumlah saham yang tersedia. 
Penyesuaian pemenuhan pesanan pada penjatahan pasti akan 
dilakukan mengikuti SEOJK No. 15/2020, sebagai berikut:
a. secara proporsional untuk semua pemodal berdasarkan 

jumlah pesanan; atau
b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek 

dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan 
perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan 
ketentuan sebagai berikut:
(i) pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan 

khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi 
saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan 
pasti yang tidak mendapatkan perlakuan khusus tidak 
mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;

(ii) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana 
dimaksud dalam butir (i) ditentukan dan diinput ke 
dalam Sistem e-IPO sebelum berakhir Masa Penawaran 
Umum; dan

(iii) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan 
kepada masing-masing pemodal yang terdampak 
penyesuaian alokasi saham.

c. Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi 
penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal 
penjatahan pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan 
waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

 B. Penjatahan terpusat (pooling allotment)
Alokasi untuk penjatahan terpusat mengikuti tata cara yang 
tercantum dalam SEOJK No. 15/2020, di mana penawaran 
umum digolongkan menjadi empat golongan berdasarkan nilai 
keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana dijabarkan 
pada tabel berikut:

Golongan 
Penawaran 

Umum

Batasan 
Minimal % 

Alokasi Awal 
Saham(1)

Batasan Tingkat Pemesanan dan 
Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan 

Terpusat
Penyesuaian 

I
Penyesuaian 

II
Penyesuaian 

III
2,5x ≤ X <  

10x 10x ≤ X < 25x ≥ 25x
I. IPO ≤ Rp250 

miliar
Min. 15% atau 

Rp20 miliar
≥ 17,5% ≥ 20% ≥ 25%

II. Rp250 miliar 
< IPO ≤ 
Rp500 miliar

Min. 10% atau 
Rp37,5 miliar

≥ 12,5% ≥ 15% ≥ 20%

III. Rp500 miliar 
< IPO ≤ Rp1 
triliun

Min. 7,5% atau 
Rp50 miliar

≥ 10% ≥ 12,5% ≥ 17,5%

IV. IPO > Rp1 
triliun

Min. 2,5% atau 
Rp75 miliar

≥ 5% ≥ 7,5% ≥ 12,5%

Catatan:
(1) nilai yang lebih tinggi di antara keduanya
Penjatahan terpusat dalam Penawaran Umum Perdana 
Saham ini, dengan dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya 
Rp2.400.480.000.000 (dua triliun empat ratus miliar empat ratus 
delapan puluh juta Rupiah), masuk dalam golongan penawaran 
umum golongan IV, dengan batasan minimum alokasi untuk 
penjatahan terpusat yang berlaku adalah sebesar 2,5% (dua 
koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau 
paling sedikit senilai Rp75 miliar (tujuh puluh lima miliar Rupiah), 
yang jumlah pastinya akan ditentukan setelah masa Penawaran 
Awal (bookbuilding) berakhir.
Alokasi saham untuk penjatahan terpusat dialokasikan untuk 
investor penjatahan terpusat ritel (nilai pesanan paling banyak 
Rp100 juta) dan investor penjatahan terpusat selain ritel (nilai 
pesanan lebih dari Rp100 juta) dengan perbandingan 1:2 (satu 
dibanding dua).
Untuk penawaran umum golongan IV, dalam hal terjadi kelebihan 
pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan batas 
alokasi saham, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat 
disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat 

dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi 
saham mencapai 2,5x namun kurang dari 10x, maka alokasi 
saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 5% (lima 
persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.


